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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permasalahan status kepegawaian dosen pegawai negeri sipil (PNS)
yang menjadi Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi akibat tidak dapat
gang-Undang Nomor 46 Tahun 2009
tentang Pengadilan _Tind r C hagysnya dapat diselesaikan

diterapkannya Penjelasan Pasal

dengan penet; " an dosen tanpa
kehilangaalist i a‘pemberhentian
sementat@ida : { awai negeri
sipif ek i il - ak epegawaian?
dos ) 1l setela i Jabatan
ad hoc Tindak

Jelasag 16 ofmor 4 n 200 ukan

g josen

gTuan tingd egeri, yang angkutan

b 5 peoa
r! SIors Ber(
Tahu'uq tentang CutiReeaA qeri Sipil,* cuti di Mggungan

'yt Y
Hln UU Nomor 46

Tahun 2009, (L g u di laman Sekretariat
Negara, ﬂ

http://www.setneg.qo.i .p t u a =2356&task=detail&catid=1
&ltemiid=42&tahun=2009.

2 Indonesia (2), Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, UU No. 5 Tahun 2014 (LN
No. 6 Tahun 2014, TLN No. 5494), Pasal 21, Hak kepegawaian PNS yaitu: a. gaji, tunjangan,
dan fasilitas; b. cuti; c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; d. perlindungan; dan e.
pengembangan kompetensi.

ti di luar ta arkan Pasal 26 omor 24

(oF a-dalans akim.ad | Jag Jabatan fungs
me

3 Indonesia (2), ibid., Pasal 1 angka 11, Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan
yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional umum
dan tertentu. Jumlah dan jenis jabatan fungsional bisa di unduh di
http://www.menpan.go.id/download/category/148-jabatan-jabatan-yang-dapat-dialokasikan-
untuk-formasi-asn

4 Indonesia (3), Peraturan Pemerintah Cuti Pegawai Negeri Sipil, PP Nomor 24 Tahun
1976 LN No. 57 Tahun 1976, TLN No. 3093.
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negara hanya dapat diberikan selama 4 (empat) tahun sedangkan masa jabatan
Hakim ad hoc Tipikor berdasarkan Pasal 10 UU Nomor 46 Tahun 2009
adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) Kali
masa jabatan. Selain itu, selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara,
hak-hak PNS diantaranya gaji sebagai PNS dan masa kerja dihentikan dan
tidak diperhitungkan.

Menurut UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
cuti adalah salah satu hak dari pegawai negeri sipil.°Namun, berbeda

dengan jenis cuti lain, cutj. gan negara bukanlah merupakan

hak Pegawai Ng

, i di luar 2 aniiggara hanya diberikan
untuk kepen ) { b al. Negeri Sipil
yang begSang )\ Jau haks oleh sebab
itu ger [ a ﬂ Ikan atau
ditg at yang yanangsmemberikan t lain

h als ‘ I0"DETSaNe 1agarkan
u ingan dinas.’

ete mengengai 3 tanggungan rads yang

ha an D P ery akim pikor

be engan ga A P epegawaian W yang

dipili kat/dilantik baik meWeraturan
pelaksandsebe f : :A.. TahLHM tentang
Aparatur _Sipi J m 1 m“ _undang-undang
tersebut. PNE dizfgkat/ei!= ain misalnya

yaitu sebagai p‘m‘ # k u anggota lembaga
e W

nonstruktural,  kepala de 0 fja di instansi lain.*°

5 Indonesia (2), op. cit., Pasal 21 huruf b.
® Rozali Abdullah, Hukum Kepegawaian, (Jakarta: Rajawali, 1986), hal. 101.

7 Indonesia (4), Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 01/SE/1977 tanggal 25 Februari
1977 Romawi Il angka 7 huruf c.

8 Indonesia (2), op.cit., Pasal 88 ayat (1).

® Indonesia (5), Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pemilihan Kepala Desa,
Permendagri No. 112 Tahun 2014 (BN No. 2092 Tahun 2014), Pasal 47.

10 Indonesia (6), Peraturan Pemerintah Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
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Dari segi peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian,
Hakim ad hoc Tipikor disebutkan di dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara.!* Dalam undang-undang tersebut Hakim ad hoc
tidak termasuk sebagai Pejabat Negara.!? Di dalam peraturan perundang-
undangan kepegawaian sebelumnya yaitu baik di dalam UU Nomor 8 Tahun
1974 sebagaimana dirubah oleh UU Nomor 43 Tahun 1999 maupun peraturan
pelaksanaannya®® jabatan Hakim ad hoc tidak terdapat dalam peraturan
perundang-undangan tersebut. Jabatan Hakim yang disebutkan dalam peraturan

perundang-undangan kepegé @nya adalah Hakim Agung

pada Mahkamah Badan Peradilan,
yang dikatego
o ( ) jam” karena

tidak ] . ellelumnya
#Stakaan, da Catlarya mau jelasan

grmeng , 0 See akim ad

pengadilan  Ind@nes aalnya  diadakan aktor

perl cahliangkhusis : >meriksagdan memutus j8rkara

saha I S ad dalam

yaitu (i) aniaga,

r, (iv) pengWubungan
L

pe i husus di ling

(i) Wn HAM, da
~oeff

sebagaimana di
2003, TLN No. 426348

1 Di dalam U
mana dirubah oleh UU Nomor
Begitu juga di dalam peraturan pelaksanad

12 Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-X11/2014 tanggal 20
April 2015, uji materil terhadap Pasal 122 huruf e UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (UU ASN)., telah diputuskan. MK menyatakan menolak permohonan hakim ad
hoc sebagai pejabat negara, seperti halnya hakim karier.

13 Indonesia (7), Undang-Undang Pokok Kepegawaian, UU No. 8 Tahun 1974
sebagaimana dirubah oleh UU No. 43 Tahun 1999 (LN No. 55 Tahun 1974, TLN No. 3041 dan
LN No. 169 Tahun 1999, TLN No. 3890). Undang-Undang ini diganti dengan Undang-Undang
Aparatur Sipil Negara pada 15 Januari 2014.

(LN No. 15 Tahun

0 0 N 0
&Mmor 8 Tahun 1974 sebagai
i S

ebutkan mengenai Hakim ad hoc.

14 Luhut M.P Pangaribuan, Lay Judges dan Hakim Ad hoc, Suatu Studi Teoritis
Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, 2009), hal. 520.
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industrial, (v) pengadilan perikanan serta di lingkungan peradilan Tata Usaha
Negara yaitu di (vi) Pengadilan TUN dan (vii) pengadilan khusus pajak.®
Undang-Undang Aparatur Sipil Negara hanya menyatakan
bahwa hakim ad hoc bukan pejabat negaral® dan tidak mengatur mengenai
status kepegawaian PNS yang menjadi hakim ad hoc. Tidak dapat
diterapkannya penjelasan Pasal 16 UU Nomor 46 Tahun 2009
yang menimbulkan ketidakjelasan status kepegawaian Hakim ad hoc yang
berasal dari Dosen PNS seharusnya tidak dibiarkan berlarut-larut agar

Dosen PNS yang menjadi dapat bekerja dengan tenang

dalam melaksang kontribusi terbaik
sesuai ke A ) lemutus perkara
tindak bila belum
mengap 3L fupgsional
seb

2014

te jadizeerubahan paradigma pengelolaan pegawai dalamygiganisasi yang

gaanc ] ang- Banc

Sem menggtingkan pehdekata i migistrasi gawaidnn  giénjadi

ma imber a 0 ) terseB akan

peWahwasumbe 3@ % .b arga adalah Wrbeda

dengwdekatan pé ! g menem manusia
itu seb bebap*=Hifig Ap -..,\ mhia meliputi
perencanagi,. [ #ﬁ m“‘ an, _pengembangan,
kompensasl, Aemelinaraan kec pemberhentian.®
Penyelenggaraanﬂ ﬂ Warkan pada asas
kepastian hukum, i€ W orsionalitas, keterpaduan,

delegasi, netrallitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan,

nondiskriminatif, persatuan dan kesatuan.

15 Ibid., hal. 12.
16 Indonesia (2), op.cit., Pasal 122 huruf e.

7 Hasil wawancara dengan Ahmad Anig, S.H., LL.M., Perancang Peraturan Perundang-
Undangan Badan Kepegawaian Negara, tanggal 12 Januari 2016.

18 Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi Aksara,
2001), hal. 21.
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Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya
penelitian tesis ini membahas mengenai status kepegawaian dosen PNS
yang menjadi Hakim ad hoc Tipikor berdasarkan Penjelasan Pasal 16 UU
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan mencari penyelesaian
dari permasalahan penetapan status kepegawaian akibat tidak dapat
diterapkannya suatu peraturan perundang-undangan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkaaal® amgsebelumnya, dalam tesis
ini akan dibah; { ;
: [ : ' im ad hoc

nggUndang

{‘ jec dak Pi

elesaia eta sta epegaware 3 yang
daky Piflana Keiikdpsi akil dapat

iterapkana enjelasan Rasa da@i@-Undang Nomer 46 Tahdiy2009

gadila Kk ne uj pakah ha iy luar

‘an negara atatilagat M ilgiSémentara dari atannya
tarfpaykefiilangan stau ja , sipil? -

n da fl';- at Peretiti :i\

1 Tuﬂ i
Memberikan p a aspek hukum kepegawaian

khususnya mengenai status dosen PNS yang menjadi Hakim ad hoc

1.3. Tujua
1.3.1.

Tipikor. Selain itu, memberikan pemahaman mengenai penetapan status
kepegawaian PNS yang menjadi Hakim ad hoc Tipikor dan memberikan

rekomendasi penyelesaian status kepegawaian Hakim ad hoc Tipikor.
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2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan mengenai status kepegawaian dosen PNS yang
menjadi Hakim ad hoc Tipikor berdasarkan Penjelasan Pasal 16
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi.

2. Menjelaskan  mengenai  penyelesaian  penetapan  status
kepegawaian doses
Pidana.aiKa
r ¢ ) A n 2009 tentang

Wat teo
1

)

ang menjadi Hakim ad hoc Tindak

af sgiterapkannya Penjelasan

apka pu anfe raktis

ritis:

aat Prak

Viembe ara . ; kepada bina
‘ Kepegawaig n. A eﬁa masalah y ulkan
"' akibat tida uatu perat undang-

undaaoEhy dala ':A atus <epegaw, dosen PNS
€L . The N
2. Magldat Leokidt . v

; adap perkembangan

Penelitia I  OErm;
hukum kepegawaia gga dapat memberikan sumbangan

pemikiran terhadap penyelesaian permasalahan kepegawaian.
Dengan demikian, diharapkan tidak terdapat lagi ketidakjelasan
mengenai penetapan status kepegawaian dosen PNS yang
berkaitan pula dengan hak dan kewajiban dosen PNS tersebut.
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1.4. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep
1.4.1. Kerangka Teori

1. Teori Administrasi Negara Baru

Leonard White mempunya pandangan bahwa admnistrasi negara
bisa efektif hanya apabila ia mengintegrasikan teori pemerintahan dengan
teori administrasi.'®Perhatian pokok administrasi negara baru adalah
perlakuannya yang adil terhadap warga negara.?® Para administrator
tidaklah netral. Mereka har

gnenuhnya pada manajemen yang
baik maupun keagit@n asaran-sasaran yang
ingin dicapai u trasi negara baru
berusahaiine 2 yang akan
menigg , gkonomi,
danfkead i ; - d sosial

m ahan a trati at, 23

Administrasi negara Y@ang vemStonal dan klasik mencar aban

yady, in Bagaimans dapat yediakan
pé ebih bafyak 2 ol
tergedia (€risiensi)? atau Ba H itaf@@pat mempertahdnkan.ingkat
pelaya®@® kita namun d " menge!t ih sedikit ugng
Suatu inistras' ; . Siaimie Mn ini:
Adakah pelayas iﬂF atkeadila
Blerc); JICTION S equity)* dalam

pengertian yang W

19 Leonard White dalam H. George Frederickson, Administrasi Negara Baru, (Jakarta:
LP3ES, 1984), hal. 2.

20 H. George Frederickson, Ibid. hal. 10
21 1bid,. hal. 12.
22 |bid., hal. 13.
2 bid., hal. 15.

deg sUMbE yang

onomi)?

pada semangat dan

24 EQUITY. In its broadest and most general signification, this term denotes the spirit
and the habit of fairness, justness, and right dealing which would regulate the intercourse of
men with men, —the rule of doing to all others as we desire them to do to us; or, as it is
expressed by Justinian, "to live honestly, to harm nobody, to render to every man his due.”
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kebiasaan berbuat jujur dan benar serta kelurusan yang mau mengatur
pergaulan antar manusia-aturan untuk berbuat terhadap orang-orang lain,
sebagaimana yang kita inginkan diperbuat oleh mereka terhadap kita.

Denga demikian, keadilan adalah suatu isyu yang akan Kita ketahui
sebagai suatu persoalan moral. Kita akan juga mendapatinya sebagai persoalan
hukum. Teoritisi terkemuka yang mendukung konsep keadilan dalam
pemerintahan adalah John Rawls dalam bukunya A Theory of Justice. Rawls
membentangkan suatu kerangka uniuk etika kedilan (equity) fundamental.

Bagi Rawls subyek utama kgg adalah struktur dasar masyarakat,

atau lebih persis ; 2dembag3 % utama membagikan
hak dan ke

kerjasami@a®sa - ; 08 ) ipahami sebagai

euntungan dari

konstit it ] ; 00 25

LeorriKeadilan

abyek utama keadHap irutgdohn Rawls adala i dasar

embag tama

al gdan me Tom: agian

keuMMURGAR dari kerjasamay s Masingtmesg orang Me suatu
k;‘tbgaran yang ndlasi ke n Wanghtidak bisa ddgkan,
bahka.IHI kesejahteras masyaroekat“sebagai  sua IHl‘eluruhan.
ﬁ i ,‘,f;r: 2k pandang o-:_h 'akya kebebasan

bagi bebef@pa dibenafkan oleh Keparkan vaticsl 3Sarr yang di bagi

di antara orangsQrang.lais ﬁ' ] perkenakan pandangan bahwa
pengorbanan-pengorbana g dikenak peberapa orang adalah lebih

bih besar yang dinikmati oleh banyak

Karena

ringan dari jumlah keuntungan ya
orang. Karena itu dalam suatu masyarakat yang adil hak-hak kemerdekaan

kewarganegaraan yang sama dipandang mantap, hak-hak yang diselamatkan

Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, 4™ ed. rev.,(st. Paul, Minn: West Publishing
Co., 1968), hal. 634.
%5 H. George Frederickson, op.cit., hal. 60.
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oleh keadilan tidaklah tunduk pada tawar menawar politik atau pada kalkulus
kepentingan sosial. %

Untuk mencapai keadilan, yang dapat dinikmati secara
merata diperlukan satu ketentuan (public rule) dan prosedur. Tetapi dipahami
bahwa keadilan itu belum akan tercapai hanya dengan telah mengikuti
seluruh prosedur secara jujur saja melainkan masih diperlukan suatu sistem
kelembagaan yang didukung oleh politik hukum dengan struktur dasar
yang adil. Bila hal-hal itu sudah_ditemukan maka keadilan prosedural

yang sempurna menurut teg edural murni ini akan dicapai.

Dengan Kkata berdasarkan  hukum

(public rul an teori Hans

Kelsen 3 : ) : aslah suatu
konsép
rasaan

dila kum

hnya diapnggap seha inglP keadilan utama. Rginsi aksud

idup Bcara terhoti; da menge gu 049 lain,

- keadild hakan

I apa yang h ,. K %) dalam hidup, yéapal@ienanya
meana orang, bé d d g enguasa. H

na Hukum  me :A; feagaaka Han hukum
mesti dipaban] #m: faal. N3 1 embagi kesamaan
numerik dan 2lahirkan prinsip:

U a C
“semua orang se'i juamaan proporsional

epada a

i s
1 W ; pa yang menjadi haknya.”

Selain model keadilan berbasis kesamaan, Aristoteles juga juga mengajukan

13

melahirkan prinsip: “me

model keadilan lain, yakni keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan
distributif identik dengan keadilan atas dasar kesamaan proporsional.

Sedangkan keadilan korektif (remedial), berfokus pada pembetulan sesuatu

%John Rawls, Theory of Justice (Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk
Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, Penerjemah Uzair Fauzan, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2006), hal. 3-4.

27 John Rawls dan Hans Kelsen dalam Luhut M.P Pangaribuan, op.cit., hal. 400.
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yang salah. Jika suatu perjanjian dilanggar atau kesalahan dilakukan,
maka keadilan korektif berupaya member kompensiasi yang memadai bagi
pihak yang dirugikan. 2

3. Teori Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia sebenarnya merupakan
suatu gerakan pengakuan terhadap pentingnya unsur manusia sebagai sumber

daya yang cukup potensial, yang perlu dikembangkan sedemikian

rupa sehingga mampu membgi ang maksimal bagi organisasi

maupun pengempa g_manusia merupakan
salah satu bid segi perencanaan,
pengorg ' i terdapat
dala Degi maupun

benting

r a manusia (SD

5el gdenge danaj

arti

pef@eiahuan tentang bagdlang anage (mengelola)
29

daya . ianusie.

%ert

1. Menur

d'

Pers mi D zing, directing, and
controlling of the e W | t, compensation,integration,

maintenance, and separation Of human resources to the end that

individual, organizational and societal objectives are accomplished.

28 Bernard L. Tanya, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Generasi,
(Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hal. 44-45.

2 Veithzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori ke
Praktik, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 1

%0 Malayu Hasibuan S. P, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT. Bumi
Aksara, 2000), hal. 11.
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Manajemen  sumber daya manusia adalah  perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian atas pengadaan
tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan,
dan pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia untuk

mencapai sasaran perorangan, organisasi, dan masyarakat.

2. Menurut Bashir Barthos Manajemen sumber daya manusia timbul
sebagai suatu masalah baru pada dasaarsa 1960-an. Manajemen SDM

mencakup  masalah-masala g berkaitan dengan pembinaan,

penggunaan, danps mker daya manusia baik

yang berada

8 sendiri.3!
3. Menu sia adalah
i 1’“ efggunaan
usia Urre # Ujuan-tul i aupun
Hatu coars ; da elolaa ntuk

gawa A emilik ' etika
prefesesBebas dari interv praktik koru si, dan
nepe Sistem l!j dan Mane ASN

yang”iarkan pada KOat LK DRIpEtensi, dan kin cara adil
dan wajar dep gf:;- ) mﬁ politik, ras, warna

kulit, agama, RIS Kelamin, SIS Daka NuEy atau kondisi

kecacatan.3* " ": ‘

31 Basir Barthos, Manajemen Sumber Daya Manusia Suatu Pendekatan Makro, (Jakarta:
PT Bumi Aksara, 1990), hal. 1.

32 T. Hani Handoko, Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia Edisi 2,
(Yogyakarta: BPFEYogyakarta, 2001), hal. 4.

% Indonesia (2), op.cit., Pasal 1 angka 5.
34 Indonesia (2), ibid. Pasal 1 angka 22.
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1.4.2. Kerangka Konsep
1. Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
“Pegawai” berarti “orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan
dan sebagainya) sedangkan “Negeri” berarti negara atau pemerintah, jadi
Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau

negara.>®

Menurut Pasal 1 ai dang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparat o Pegav yang selanjutnya

disingkat P

i.syarat tertentu,

dlangka 5 i pegawaian

al 1 or 14

Taht D05 ad neneidi ] ; yan “deng tugas

Pengertian dosen me

gka 2 Undang-Undang

STormas me ilmu

antian, teknologi, Bde pendidikan, ; dan
hkepada masyarakat'®

3.

.h‘w'-wmm.uulll'li"' 009 tentang

Pengadilan Tindak*=Prdana : ‘ ipmgad, Noc™adalah seseorang yang
diangkat berdasarka [ Al yanorditeniukamdalam Undang-Undang ini

sebagai hakim tindak pidana korup

BW.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,
2003).

%Indonesia (2), op.cit. Pasal 1 angka 3. Pegawai ASN terdiri dari PNS dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

%Indonesia (8), Undang-Undang Guru dan Dosen, UU Nomor 14 Tahun 2005,
(LN No. 157 Tahun 2005, TLN No. 4586.
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1.5. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian yuridis normatif.%
Tipologi penelitian yang digunakan adalah eksplanatoris. Jenis data adalah
data sekunder terdiri dari :

1. bahan hukum primer, berupa ketentuan hukum dan peraturan perundang-
undangan

2. bahan hukum sekunder, berupa literatur-literatur tertulis, baik berbentuk

buku, naskah  akadegai , laporan, jurnal, artikel
surat kabar;
3. bahan h ' 1S i bahan hukum

lain

e dan

studi _dokumen™Srang akukan

Jniversite i pustakada Y gitlisial,

PP RR™ RI. Peagwmpula dta juda dilakeikan melalwi ancara

déngan salah I anggota “Bad embaga lan dan AdMokasi

[] 3 IS r.
u gndensi F ; S8 anggote umus
Nbademik Undang-L/ M gad Tindak P Orupsi.

Anaerlitian ini menelaah Iv'ran dan

norma-n h ',f ML auku pegawaian.
Dengan demiikiar, B at Depelitian preskriptif
analitis.

1.6. Sistematikaw ; F

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, pokok permasalahan, maksud dan
tujuan penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian, dan

sistematika penulisan.

3 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1986), hal. 10.
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BAB 2: PERUBAHAN PARADIGMA HUKUM KEPEGAWAIAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai kedudukan Hukum
Kepegawaian dalam Hukum Administrasi Negara, mengenai perkembangan
dan perubahan paradigma hukum kepegawaian. Mengenai perubahan
manajemen kepegawaian ke arah menajemen Sumber Daya Manusia.

BAB 3: STATUS KEPEGAWAIAN DOSEN PNS YANG MENJADI

HAKIM AD HOC TIPIKOR BERDASARKAN PENJELASAN

PASAL 16 UU NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG
PENGADILAN TINDAK ANA KORUPSI

Dalam hakmiihi arpkedudukan dosen PNS,
kedudukan Ha ajiban dosen PNS

dan hak : y rajkgan mengenai
penetap . Ak : ¢ og Tipikor

APAN STA PEGAVWAIAN DOSE
JADI HAKIM ABBHOGITINDAK PIDANA K

nenage ( alus gavvaiail PNS

yago Jkat dalam jaBatanilai ) dah berlakd FNomor

5 Te 014, misalnygsselag 2jabal a, anggota k@ er, dan
jabataH'nya, selanjutanya amaliSis mengen H/elesaian
tentang [ﬁa “ii: gawalia h 'ahakim ad hoc
Tindak Piglar S1 akibattidak dapat diterapkannyasPenielasan Pasal 16

Undang-Undang Nommor 46

BAB 5: PENUTUP

Bab ini akan menguraikan simpulan dan saran dari penelitian.
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BAB 2
PERUBAHAN PARADIGMA DALAM HUKUM KEPEGAWAIAN

2.1. Hubungan antara Hukum Administrasi Negara dan Hukum
Kepegawaian

E. Utrecht, mengatakan Hukum Administrasi Negara menguji
hubungan hukum istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para

penjabat (ambtsdragers) (Administiasi Negara) melakukan tugas mereka

yang khusus. Sedangkan Q p Hukum Administrasi Negara

mempertunjuk F 2 ) k ak *° Dari apa yang

dikemukalin e taik kesimpulan,

Hukum an negara

dalafn n 8 Hends i bungan

huk SineWa di dalam rangKasme : Ja : Dersifat

khiast L Kepegawalg dalam™*lapang kum

Ag Nega gh karen inuimuskan 1ukum

{epegawaia fipakan bagian d AdministrastiNegara yaagkhusus

ang kedudukan, kewajihe 8fta pembiae Wai. 0

nkum  Kepegawaiai adala i@ dari ruang kajian

Hukuﬂ‘inistrasi NE gawaian yang M'ri dalam
Hukum in i(-i'.r'w-o. flah m v-.';q‘ aku™Bagi pegawai
yang be bada  administra poara sehagal jawai negeri.*!

Dalam kajian “teoR™=aiSebutka hwa terdapa #Agan antara Hukum

Administrasi Negara 03 ang disebut dengan

huk

(pemerintah). Adapun openbare dienstbetrekking yang meiekat pada hubungan

openbare dienstbetrekking publik) terhadap negara

39 E. Utrecht dalam Rozali Abdullah, op. cit., hal 1-2.
40 1bid.

4 SIF. Marbun dan Moh Mahfud, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara,
(Yogyakarta: Liberty, 2006), hal. 97.
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hukum kepegawaian itu lebih merupakan hubungan subordinatie antara
atasan dengan bawahan.*?

Di dalam teori administrasi terdapat aspek perencanaan (planning),
dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan
secara matang mengenai hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang
akan datang dalam rangka mencapai tujuan Yyang telah ditentukan.
Administrative planning meliputi segala aspek kegiatan dan meliputi seluruh

unit organisasi, sedangkan managerial planning bersifat departemental

dan operasional. Admini erupakan hasil pemikirann
dan penentuan r, sed
lebih  khusug

yang aka@nlda Q ? ) bungannya

dal planning bersifat

N, untuk masa

dengén jaa dministrasi
pa Fagai plan ) emrsesimeliputi:

yag ela Sumber-

5, sgllangkan tujuan ya capai

balW@ikencan g dibuat

faikan o ' per da pabila

yang

fi dengan teWk hanya
Yo

b. : Si il arha amkendisi-kondisi

bahwa sebg

5, sumber-sumpe

ang dan aka

serta sSitud positif mupun

yang bersifat beroperasi dengan

baik berdasarkan faktor y.

c. Bahwa organisasi, tidak dapat melepaskan diri dari beberapa
jenis pertanggungjawaban. Pimpinan organisasi akan bertanggung jawab
pada dirinya, bawahannya, dan masyarakat. Implikasi dari premise
ini adalah dalam membuat rencana dan dalam melakasanakannya segala
sesuatunya harus di dasarkan pada tanggung jawab.

42 Philipus M. Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press, 1994), hal. 214.
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d. Bahwa manusia yang menjadi anggota organisasi, dihadapkan kepada
keserbaterbatasan, baik dari fisik, mental, dan biologis karenanya
harus diusahakan terciptanya iklim kerja sama yang baik, dengan demikian
manusia sebagai faktor pelaksana rencana dapat turut berbuat
lebih banyak.*®

2.2. Perkembangan Sistem Kepegawaian di Indonesia

Sejak menyatakan kemefiliekaannya sampai saat ini  sistem

kepegawaian di Indonesia g qgan yaitu: 4

1. Periode TaR '

te g2 ‘94"
kemefd IR0 08 da
de Lehingg i * ofe mendes karena
i ilah p8 ant o3 onial
w Jepang. Padal pefi®de #ersebut, Pemeri nesia
: embgg embaga siY yaa@™ berta . alam

: Degaw, Tk lesia

Z.Hahun1974-1 P M i Baru” d

H de ini ditandaMsdeng RAMBYOkrasi yang ti mokratis.
i Eme i @':,:o i q‘i‘t,, is, dan otoritarian.

Selama c LeLSERUE = DIIOKTaST™ “=Bemakiii; armasuk  PNS

proklamasi

damentasi

T O

Birokrasi

dibuat tidak ngfral _dengar - | ﬁ' oneleyalltds Konsep tersebut
dimanfaatkan untuk KEpENtiaganisete I,! gayang sedang memerintah.

43 Sondang P Siagian dalam Sri Hartini, dkk. op.cit., hal. 17-18.

4 Janry Haposan U.P. Simanungkalit, “Perkembangan Sistem Kepegawaian Negara:
Perspektif Komparatif Amerika Serikat dan Indonesia”, Jurnal Kebijakan dan Manjemen PNS
(Vol. 1 No. 2, November 2007), (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN),
hal. 65-67.

4 Kedudukan Aparatur Negara dalam GBHN antara lain disebutkan: “Aparatur
Pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, makin ditingkatkan pengabdian
dan kesetiaannya kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara yang berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945.” Hal inilah yang dikenal dengan prinsip monoloyalitas.
Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1983, dalam Rozali Abdullah, op.cit.,
hal 101.
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Landasan manajemen Kepegawaian Negara di Indonesia pada periode
ini adalah mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Salah satu ciri dominan dalam Sistem
Manajemen PNS pada periode ini adalah sentralisasi (oleh Pemerintah Pusat)
pada hampir semua proses manajemen PNS, yaitu mulai dari proses rekruitmen
dan seleksi sampai dengan pensiun. Pemerintah Daerah yang merupakan
subordinat dalam pemerintahan hanya melaksanakan semua kebijakan

yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pada periode ini

juga telah dibentuk lembaga.ls B.PNS, yakni Badan Administrasi
Kepegawaian  Negars bernama  Kantor

Urusan Kepeg di Yogyakarta.

ditandai denganierjadifya perganti , ntahan
(oF: 7] at Sentralistis

de “Otonomi_ Daerah’.

P ni _.denean

om

me
mM/enang daeralj . ﬁ @ emulamerupdenang

Pequsat centrd tetapkannyaWbmor 43
Tahun DEI NSl 2 rubah paradigma

dalam bidarg ian.__.di £S19 5 pendekatan  tata

usaha kepega adi Pegawal Nege : basis kompetensi

dasar dan presta”l * P Republik Indonesia
h g t

(Unified  System). Se 3 v ga@@®itu, konsep yang dianut
dalam Sistem Kepegawaian di Indonesia pada saat UU Nomor 43 Tahun 1999

yang merubah UU Nomor 8 Tahun 1974, meliputi:

a. Sumber wewenang, peranan, dan tanggung jawab penyelenggaraan
Pemerintahan berada pada Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

b. Perumusan kebijakan nasional berupa norma, standar, dan prosedur

ditetapkan dan diselenggarakan oleh Pemerintah (Unified System).
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c. Manajemen operasional diselenggarakann di daerah sesuai kewenangan
yang diberikan oleh Pemerintah Pusat (Decentralized System).

d. Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh pemerintah pusat.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaan aturan, proses maupun
pelaksanaan dalam tahapan Manajemen PNS secara keseluruhan masih
belum banyak berubah dari pelaksanaan Manajemen PNS sebelumnya.
Pada periode ini, lembaga pengelola PNS yang sebelumnya bernama BAKN

berganti menjadi BKN (Badan Kepegawaian Negara). Perubahan tersebut

dilatarbelakangi oleh sem jumlah PNS di Indonesia

namun tidak di of emadai. Perubahan
BAKN me kondisi PNS
yang demikia 2 : ara raliify tetapi juga
W\F \ hit addi, untuk

nhanguti penyelenggardan_oe tahan,

awah

Nega AN).

impliem8hita To| | desentraliSasi, di aerah

WK Badarmik A D) yang tugas
gelola  admi i Waidfitk Pemerintah dyang

adalah Biro K

sistem admi - gawali Sepeyti yar pkan oleh Undang-
oleh Undang-Undang
up memadai. Namun pada

sistem pemerintahan Negara yang semakin demokratis, semakin desentralistis,
dan ekonomi yang semakin terbuka, personalia yang dikelola dengan
pendekatan ‘“‘administrasi pegawai” terasa tidak lagi mampu mendukung

sistem politik, sistem sosial, dan sistem ekonomi yang mengalami perubahan
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fundamental sejak gelombang reformasi melanda Indonesia pada Tahun
1998.%

4. Periode Tahun 2014 sampai dengan sekarang

Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 sudah kurang relevan dengan
kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini. Pasca reformasi dan amandemen
UUD RI 1945, sistem kene

dan perekonomian nggara

revisi  terhadg d ) : 1999, ada tiga
UU Kepeg k al3 g afilsy/ang berbeda

pemerintahan, sistem politik,

bahan. Jika hanya dilakukan

(Und ] omor 43

E g ] JO8 adiy sistem

gawai nghadapi eksitas

Kepegawaian (€ akatlipandang balwa dan
epeg perlu kgmbali i, demike 04 ASN

ag an danaen)a o iai.vang

elah diundant L y-Updeng” Nomor 5 und 2014
tebﬁratur Sipil JaFa ﬁ an paradlg gelolaan
pega orgamsa “yang < \enagunakan pendek mistrasi
kepegawal d;% sia. Secara

teoritis, pende Mialiaremen " SUMpDer-Dava _lViai an Resource

Management) diglfiakan sebavai i“' N+, te@kitls Vidrajemen Sumber Daya

Aparatur Sipil Negara:™" v

Menurut Eko  Sutrisn@ ahirnya  UU ASN  merupakan

sebuah milestone (tonggak penting) bagi terwujudnya Reformasi Birokrasi

% Komisi II DPR RI, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil
Negara”, tanggal 25 Mei 2011, hal. 9.

47 Janry Haposan, “Laksanakan Manajemen ASN, BKN Tingkatkan Koordinasi Antar
Instansi”, Buletin Badan Kepegawaian Negara, (Edisi XXVII Februari 2014), hal. 6.

48 Komisi 11 DPR RI, op. cit., hal. 9.

49 Eko Sutrisno dalam Janry Haposan, “UU ASN, Milestone Reformasi Birokrasi”,
Buletin Badan Kepegawaian Negara, (Edisi XXVII Februari 2014), hal. 4.
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pada instansi pemerintah melalui sistem dan semangat baru dengan
harpan mampu menata birokrasi professional dan melayani masyarakat.
Hal tersebut dilakukan antara lain melalui pengembangan potensi Sumber
Daya Manusia dan menerapkan sistem karir terbuka berbasis manajemen
Sumber Daya Manusia dengan mengedepankan Merit System.

Faktor-faktor yang mendorong perlunya perubahan manajemen
kepegawaian yaitu:>°
1. Intervensi politik yang tinggi & netralitas PNS terganggu;

2. Melemahnya peran PNS sgk
3. Birokrasi biayg
4. Mismatch a

5. Kinerj
6. Pehsi
7. si belu

Proses aksar ministra emen

m p* tugas-iuga ) dilaksa endiri.

Dalam melihatsfingsi admipistre ahajemen, 8agi  menj dua

FunguI organik adalaiiser SR mutlak haru IU‘kan oleh
HS d 4: ; i % tubmenjalankan

fungsi tergel® B 1 TOaKIB atat cepatiasmatinya organisasi.

ngsi organik

administr

Ditinjau dari "S€g safa ' S| nanajermen, fungsi-fungsi

organik meliputi:

%0 Yuliana Setiawati, Manajemen Kepegawaian Berdasarkan Undang-Undang ASN,
(Jakarta: Badan Kepegawaian Negara, 2015), hal. 5. Diunduh di www.bkn.go.id tanggal
9 Desember 2015.

51 Menurut Yogi Sugandi, pengamat kebijakan publik dan Dosen pada Universitas
Padjadjaran, pada tahun 2019 diperkirakan akan ada 2,7 juta PNS dan TNI/Polri yang
memasuki masa pensiun. Dengan demikian, beban pemerintah untuk menanggung uang
pensiun akan sangat besar. Sehingga skema pemberian uang pensiun harus diubah. Halimatus
Sa’diyah dan Ichsan Emerald, “Indonesia akan Alami Tsunami Pensiun pada 2019 Republika,
(24 Maret 2015). m.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/03/24/nipe2e-indonesia-akan-
alami-tsunami-pensiun-pada-2019, diakses tanggal 5 Desember 2015.
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Perencanaan (Planning)
Pengorganisasian (Organizing)
Pemberian motivasi (Motivating)

Pengawasan (Controlling)

o ~ W N e

Penilaian (Evaluating)

b. Fungsi-fungsi Pelengkap
Fungsi-fungsi  pelengkap adalah semua fungsi yang meskipun tidak

mutlak dijalankan oleh organis namun sifatnya akan meningkatkan

efisiensi dalam pelaksa C | amperlancar usaha pencapaian
tujuan deng Si ef ngsi komunikasi,

penyediga

2.3. 216 ] 13

perkedaangan — Uaki gertian
adm i : 0 AdminiStars : erasal
ds in_agmini qinistrare artikan

sab@gai D n h K ata asi_ mepgandung

ar (to servey s atau memimg anage)
yart ya berarti aje K e@hbanpan pengertia istrasi
sebagUnajemen da erjemahan U Inggris
dalam b yagite ‘,- ' ol Gen s -‘l,h tn”anagement,

bahwa seKalipuii, Fayol s . junakan istil? anagement,
melainkan ad atton _(adminis tet gERSuUd administration
dalam uraiannya™*=aee ‘ t% manajemen itu
sendiri merupakan inti darrTad asi,sehingga pembicaraan masalah
manajemen sekaligus juga membicarakan masalah administrasi.>®

Menurut Miftah Thoha, administrasi kepegawaian seringkali

disebut manajemen kepegawaian, yang tidak asing lagi bagi kegiatan

administrasi  instansi  pemerintah. Istilah  administrasi  kepegawaian

52 Sondang P. Siagian, Filsafat Administrasi, (Jakarta: Gunung Agung, 1996), hal. 103.

53 Satoto Sukamto, Pengaturan Eksistensi & Fungsi Badan Kepegawaian Negara,
(Yogyakarta: HK Offset, 2004), hal. 10.

Universitas Indonesia

Status kepegawaian..., Yanti Nurmayanti, FH Ul, 2016



23

merupakan peristilahan yang terancang secara umum, Yyang dapat
diperbandingkan dengan istilah manajemen tenaga kerja atau manajemen
sumber daya tenaga kerja (man power or human resources management).
Dalam industri istilah yang searti ialah industrial relation dengan memberikan
penekanan pada perencanaan kepegawaian atau personnel program. >
Administrasi pada dasarnya berfungsi untuk  menentukan
tujuan organisasi dan merumuskan kebijakan umum, sedangkan manajemen
berfungsi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan

dalam rangka pencapaian atas-batas kebijaksanaan umum

yang telah di men (management)

berasal darj . 3 arti melakukan)
yang sg ygris) yang
I wmelatih.

digunakan ™% enyebutkan

1jemen’ kepegay efla itu,

tersebut digun@kan@§ecafd bersamaan dergadsagpEAGertian

istrasi 3 o i u tukan

isasi dan meftlinus ’{ kar@@imum, sedang jemen
.

tuk melak: : e( yang per sanakan

dalam a pe eblj aan umum
S

&
"l-"’""-r

5 Miftah Thoha, Dimensi-Dimensi Prima IImu Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali,
1986), hal. 18

% Maksud hukum postif dalam kalimat ini adalah ketika berlakunya UU Nomor 43
Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Pasal 1 angka 8: “Manajemen Pegawai
Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan
derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang
meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian,
kesejahteraan, dan pemberhentian.”

% Sri Hartini, Setiajeng Kadarsin dan Tedi Sudrajat, Hukum Kepegawaian di
Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), op.cit., hal. 82-83.

% 1bid., hal. 8.
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2.3.1. Manajemen PNS Menurut Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Dari segi peraturan perundang-undangan, pelaksanaan manajemen
dalam pengelolaan pegawai belum dilaksanakan sepenuhnya. Peraturan
pelaksanaannya belum disesuaikan dengan tuntutan perubahan walaupun terdapat
rencana menuju perubahan dalam peraturan pelaksanaanya. %8 Ketika Undang-
Undang Pokok Kepegawaian Nomor 8 Tahun 1974 telah dirubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, sebagian besar peraturan pelaksanaan di
gan UU Nomor 43 Tahun 1999

bidang kepegawaian belum g

meskipun undang , aan konsep pengelolaan
pegawai i pngan  pembinaan
: §stim  karier

perpadu ajemen

arena ' artikan

masing, Sondang P."%§&iag pengemukakan bahWwa  mafidiemen

amp atatrketeramp tu perolel suatuhasti dalam

ra alan  tuj : I pg  1a pada

oNng H adalah segala Ral™mengenai
[ld NONaadh Pt

0agsi-fungsi-anaialcae Bk grangka d ari peran

kegiatan nmax ﬁ? : ::ﬁ.\ Ren dlkategorlkan

1. Perencanaa
2. Pengorganisasian (or

3. Pemberian motivasi (motivation

umemya yang dimaksug

kedudtiear, kewajiban, h

ng terbagi dalam:

% Rancangan Peraturan Pemerintah/Peraturan Pelaksana ASN (RPP-ASN) telah
disusun. RPP tersebut juga terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tanggal
29 April 2015, akan tetapi sampai saat tesis ini disusun, peraturan pelaksanaan UU ASN belum
ada yang telah diundangkan. Mengenai cuti PNS, terdapat dalam garis besar materi RPP
mengenai Manajemen ASN. Lihat Lampiran Keputusan Presiden Nomo 9 Tahun 2015 tentang
program penyusunan peraturan pemerintah tahun 2015, RPP nomor urut 129. Akan tetapi,
saat tesis ini ditulis peraturan pemerintah tersebut belum terlaksana (belum diundangkan).

% Sondang P. Siagian dalam Sri Hartini dkk., op. cit. hal. 85.

% 1bid.
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a. Pengisian staf (staffing)

b. Mengarahkan (directing)
4. Pengawasan (controlling)
5. Penilaian (evaluating)®!

Peraturan pelaksanaan UU Aparatur Sipil Negara selama belum
ditetapkan tetap berlaku berdasarkan Pasal 139 yaitu semua peraturan
perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974
sebagaimana telah diubah de

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
ndang Nomor 43 Tahun 1999

dinyatakan masimiiefé; sepanj gntangan dan belum

diganti berd ‘ ngan demikian,

perlu dipaha i ] AT pagawvvaian yang
terdapat sak. hukum
dal pe : s [aksea ersebut. P& nelaksanaan
Peme 4 Fahun

uti Pegawai Ned
alarg gka kUKaams révisigndang ang egavvaian
NG fin 197 waian ahun

19 membuat rag %a M t.alt kepegawaian perlu
diket hwa latar b i i adi ketika Undang

Otagd3 TM1999 amat
A

gekarang berlangsung.

51 Ibid.
62 pada SeM rMPR mengundang dua

orang Guru Besar llmu Ad * 5o tuk membahas upaya merevisi
Undang-Undang Kepegawaian (Unda Nomor 43 Tahun 1999). Bersama Guru Besar
Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut diundang pula Ketua Lembaga Administrasi Negara
(LAN). Hasil pertemuan tersebut diusulkan agar supaya tidak melakukan revisi
melainkan membuat undang-undang baru yang sesuai dengan perkembangan situasi
sistem politik dan perkembangan ilmu administrasi publik. Selain itu selama Republik
ini  berdiri, undang-undang yang mengatur kepegawaian disebut Undang-Undang
Pokok Kepegawaian, yakni undang-undang tentang hal ihwal seseorang yang menjadi pegawai
pemerintah. Timbul pertanyaan seseorang pegawai negeri itu jabatan profesinya apa, sementara
di dalam sistem kepegawaian negeri itu terlah terdapat bahwa jabatan profesi seperti guru,
dosen, dokter, polisi, hakim, jaksa, peneliti,  widyaiswara, dan profesor.
Rapat akhirnya menyetujui dirancang supaya membuat nasakah akademik dan Rancangan
Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, rancangan tentang Undang-Undang Profesi
Pegawai Negeri Sipil. Miftah Thoha, Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia, (Jakarta:
Prenadamedia Group, 2014). hal. 265.
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, situasi politik dan sistem
pemerintahannya berbeda dengan tahun 1999 awal reformasi, kemudian UU
Nomor 8 Tahun 1974 tersebuut direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 berbeda sekali
dengan kondisi dan situasi sistem politik dan paradigma pemerintahan
yang demokratis. Selain UUD 1945 belum diamandemen saat itu,
olen karena situasi yang berbeda tersebut maka perlu undang-undang

baru yang sesuai dengan kondisi sekarang ini.

Undang-undang Ne . 1974 dibuat ketika sistem

dan situasi poliikliss nbutuhk? merintah yang solid,
monoloyall S { Q\ g 7 ang berhubungan

c g . . 3 tai politik).
politik

g NO 8 T : intahan
istem politikny Jangat berbeda deng nya.
penekintahia Angg* demok den stem

ulai ( s Nam okrasi

be hnya dapat d} g-undang ini

D dibuat di formasi,

ta UDWS) belum
A% N

dang=tintang_yang jiwanya

ang-undang
yang M dii
diamandergeg

berbeda itu he si politik yang
terjadi sekarang @ \hﬁ . Sejak Reformasi,
konstitusi kita telah ahan. Sistem pemerintahan
yang demokratis yang ditandai adanya transparansi, akuntabilitas publik,
ketaatan pada hukum, tata kelola yang bersih, equality dan equity (kesamaan
dan fairness), merit system yang konsekuen, dan netralitas dari intervensi

dari political building block harus pula diaplikasikan ke dalam sistem

kepegawaian. 3

83 1bid. hal. 266-267
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Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999,
Manajemen PNS adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan
efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas,
fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan,
pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan,
dan pemberhentian.

Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 43 Tahun 1999 mengatur
bahwa kebijaksanaan

manajemen_ PNS mencakup penetapan norma

standar, prosedur, formasj gengembangan kualitas sumber

daya PNS, pemiliti tunjangs aferaan, pemberhentian,
hak, kewajibs i najemen PNS

menuru ) : hallgh Pengadaan,

Peng ot anef ‘ eliggajian,

en Apara Sigi¥ Neg@Fd Menurt

, dang
Nomer 5 Tahun 2014 t@etan@lAparatur Sipil Negara

aNg  pemerintah, S { | delaR terja : yang
b geKali. Salah s ‘ i lalah  diwujudke

tata

kep han yang Bk B (democrati ¢ good

govern * Upaya el gl "Demerintahan emokratis,

7y ™
beda-beda oleh para

ipapdang Sepagal suatu prinsip atau nilai
amead di samping di lihat pula
sebagai suatu bentuk pe ehra at, dan untuk rakyat. Menurut Sidney
dan pengaruh terhadap pembuatan
keputusan penting bagi masyarakat discba di seluruh masyarakat tersebut”. Menurut
Oppenheim, demokrasi merupakan “seperangkat lembaga-lembaga formal seperti pemilu yang
bebas dan umum dan pengambilan suara mayoritas di parlemen.” Menurut Hutington,
demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan. Dari berbagai pandangan tersebut, demokrasi
selalu dimaknai sebagai kebebasan (liberty) individu yang berproses dalam persamaan
(equality) kolektif. Sedangkan good governance menurut Healy&Robbinson bermakna tingkat
efektivitas organisasi yang tinggi dalam hubungan dengan formulasi kebijakan dan kebijakan
yang senyatanya dilaksanakan, khususnya dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi dan
kontribusinya pada pertumbuhan, stabilitas, dan kesejahteraan rakyat. Pemerintahan yang baik
juga bermakna akuntabilitas, transparansi, partisipasi, keterbukaan, dan tertib hukum.
Sedangkan bagi United Nation Development Program (UNDP), good governance bermakna
sebagai penerapan kewenangan publik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola urusan-
urusan negara; dan terdiri atas mekanisme, proses, dan institusi untuk warga negara dan
kelompok mengartikulasikan kepentingan, memediasi perbedaan, dan melaksanakan hak dan

64 De 0
sarjana. Di antara b€
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bersih, dan berwibawa selalu menjadi obsesi bagi rakyat dan pemerintahan
di zaman moderen sekarang ini. Peristiwa dramatis yang membawa
kondisi perekonomian kita terpuruk sehingga agak sulit bangkit kembali,
merupakan tonggak kesadaran bagi kita semua untuk kembali menata sistem
pemerintahan yang perlu memperoleh perhatian dalam upaya reformasi itu
lalah penataan aparatur pemerintah yang meliputi penataan kelembagaan
birokrasi pemerintahan, sistem, dan penataan manajemen sumberdaya pegawai
(PNS)%5

Perkembangan yag a2 ilmu tentang manajemen
sumber daya maa ada su angat fundamental,

yaitu bahw ) 1 3 alat produksi

lainnya,
Masdla

periledgkuan organisasio
angat ‘peating. ;\Be ah ya

engena je ' usia 12

rupakan unsgiister(] etiap dan se nisasi,
&

kebew organisasi berbagai swya serta

kemam

Mya f j\" ng s a eksternal
maupun interna m:‘ m B0elola sumber daya

manusia deng
ra merupakan salah

Manaje
satu bagian penting dari w ahan negara yang bertujuan

untuk membantu dan mendukung selurun sumber daya manusia

aparatur  sipil negara untuk merealisasikan seluruh potensi mereka sebagai

pegawai pemerintah dan sebagai warga negara. Paradigma ini mengharuskan

kewajiban. Lihat Muchlas Hamidi, Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi,
(Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hal. 137-139.

6 Miftah Thoha, op. cit., hal. 1.

% Sondang P. Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi Aksara,
1993), hal. 39-40.
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perubahan pengelolaan sumber daya tersebut dari perspektif lama manajemen
kepegawaian yang menekankan hak dan kewajiban individual pegawai
menuju pespektif baru yang menekankan pada manajemen pengembangan
sumber daya manusia secara strategis (strategic human resource management)
agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara unggulan selaras dengan
dinamika perubahan misi aparatur sipil negara.®’Model yang diterapkan
merupakan salah satu model terbaru management sumber daya manusia yaitu
Model Konfigurasional (Configuragional Model)® yang mengasumsikan

ganisasi dengan Kkebijakan dan

) na tercantum
) Republik

pentingnya kesesuaian anfai
U !E

A
i . rofesional,

praktek Manajena
Dala

dalam cal
Indg

C
N ) )
DA N
)

ervensi  poli dari __prak ' kolusi,

d ampu nenyelenggarakanggetayanan pé rakat
d menjalagkan pegan Sebagal perekat.persatu atuan
bagsa berdasafkan Panca: Ub a4075."" Mangjemen ASNgadalah
p ASN u pe ilk PE ASN Ve sional,
mbai dasar, eti e M tervensi pol h dari
prakt psi, kolusi, ' naj iri atas

pertama tersebut sebagai sesuaian terbaik”, serta tetap
mempergunakan kata konfigurasi . 8 ng&linaan “penyatuan”. Pendekatan ketiga,
mengacu “kesesuaian” sebagai rangkaian praktik ideal, sebagai kontingensi dan sebagai
“penyatu”. Richardson dan Thompson dalam Sedarmayanti, Manajemen Sumber Daya
Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Cetakan ke-7, (Bandung:
PT. Rafika Aditama, 2015), hal. 49.

% Ibid., hal. 10.

0 Tujuan nasional seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

% Terdapat t . p-sumber daya manusia
dideskripsikan sebag * a sional. Dua pendekatan
(13 k
|

! Naskah Akademik Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, op.cit., hal. 1

"2 Indonesia (2), op. cit., Pasal 1 angka 5.
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Manajemen PNS dan Manajemen PPPK”® yang perlu diatur secara menyeluruh
dengan menerapkan norma, standar, dan prosedur. Manajemen PNS meliputi
penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan,
pengembangan Kkarier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian Kinerja,
penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan
pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan.” Sedangkan manajemen
PPPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian Kinerja, gaji dan
tunjangan, pengembangan kompetepsi, pemberian penghargaan, disiplin,

pemutusan hubungan perjanji indungan.”

Manajegagiilr A selenggar Satkan Sistem Merit.”

Secara bah ood or worthy,
( 3 amus Besar
‘ i | ydavan yg

i : asan yg bersifa tlinatipodjcktif, da cyjanya.”"®

a  Administra eme 5 0 merit

sistem _kepegaWaian®@imaifa pengangkatan untuk
adUduki suatiijebatan "Dexdasarkan atas JKeCakapa ng [angkat.
Ka Sebut h h

Selanj tidak hanya®¥'pe ﬁ S
@ &

ujians , melainkan

wof

alam hatan.

yang berw ujian-

an tingkat dwkat.79
L

78 1bid., PasaH
74 Ibid., Pasal 55.
7> |bid., Pasal 93.
7% Ipid., Pasal 51.

7 http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/merit?q=merit, diunduh pada
tanggal 13 April 2015; lihat juga definisi lain: “To earn by service or performance; to have a
right to claim as reward; to deserve; sometimes, to deserve in a bad sense;..”
http://machaut.uchicago.edu/?resource=\Webster%27s&word=merit&use1913=on, diunduh
pada 13 April 2015;

8 http://kbbi.web.id/sistem, diunduh pada 13 April 2015.

7 Balai Pembinaan Administrasi Universitas Gadjah Mada, Ensiklopedi Administrasi,
(Jakarta: Gunung Agung, 1987).
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Dalam definisi lain Merit sistem adalah “Uniform and impersonal
employment and advancement policy based on evaluation of abilities and
achievements instead of favoritism and politics” &

Dalam Black’s Law Dictionary, sistem merit didefinisikan
sebagai praktek mempekerjakan dan mempromosi pegawai, contohnya
pegawai negeri, yang lebih berdasarkan kompetensi mereka dibandingkan
pertimbangan politis®

Secara lebih terperinci, Setigwan Wangsaatmaja, Deputi Bidang SDM
Aparatur Kementerian Pepg

paratur Negara dan Reformasi
Birokrasi, menyejuike Ir Sister Aitu:®
o Sele ( } f
¢ [ 15 o ! ﬁ herbe
a[1da itq Ve epentingan
g efelktifidan gfisten
dungi_ pegawai dafiii ensr politi

meng

istem  merit ; pnsekuensi, emua

jabat s memilikili8tald SIglan seluruh t harus
memahafii_gtugas _daf-mis Vililanda komp mengacu
IEF 2 A 1“ am agenda open

gan. dari t

pada kecakap Mo b

- aton pemangku
jabatan dihara ‘ tugas kerja yang
akan diembannya. Kedu i agar tercipta profesionalitas.

Konsekuensi tentu akan menghaSttkan implikasi, dan dalam kaitannya

80 http://www.businessdictionary.com/definition/merit-system.html,  diunduh pada
12 April 2015.

81 “merit system. (1879) The practice ofhiring and promoting employees, esp.
government employees, based on their competence rather than political favoritism”, Black's
Law Dictionary., op.cit., hal. 1079.

82 Setiawan Wangsaatmaja, Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara, materi ajar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi.
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dengan manajemen kepegawaian, sistem merit mampu memberikan enam

implikasi baik bagi instansi-instansi terkait, yaitu:%

1. Penataan jabatan yang lebih jelas sehingga kinerja instansi-instansi yang
menaungi semakin efisien dan akuntabel,

2. Penyusunan kualifikasi dan standar kompetensi pemangku jabatan yang
lebih terstruktur;

3. Terciptanya penerapan sistem penilaian yang kinerja pemangku jabatan
yang lebih obyektif dan transpa

4. Penyempurnaan sisterg
ASN;
5. Penergpa , - inglL kesenjangan

iptanya efisiensi biaya kinerja

anyak instansi di

6. . Rarir bagi ASN™vang..d amnya
pdnasan
ep metii rjal gengan ]|ka

ti dibarengi gan pengaiiase ) eksi yang ehinggadi@batan

Pi ggi (JP A legalita
dasarkan  p 1 ayat ddang-
Sipil Negarawm Merit

ix‘ an kualifikasi,

adalah
embedakan
, jenis kelamin,

8 selanjutnya

8 Irham Dilmy (Wakil Ketua Komite Aparatur Sipil Negara (KASN)), dalam seminar
bertajuk Mengawal Kebijakan, Implementasi melalui Keterlibatan Policy Communities dan
Evidence Based Policy, di kampus Ul Depok, Kamis (02/04), (hful HUMAS MENPANRB),
http://www.menpan.go.id/berita-terkini/3185-pentingnya-sistem-merit-dalam-promosi-terbuka,

8 Untuk mencapai tujuan pengawasan tersebut, terdapat empat tahapan yang
harus dikerjakan dengan baik, yaitu: 1) pelaksanaan sikap proaktif dan reaktif dalam
menilai kandidat JPT; 2) diikuti pemberian peringatan dan reaksi terhadap proses dan metode
yang terjadi dalam seleksi, jika ditemui kejanggalan; 3) pengawasan proses seleksi juga
memberi wewenang untuk pemberian endorsement jika panitia terkait menolak hasil
seleksi karena tidak memenuhi kualifikasi yang diharapkan; 4) penggenapan legalitas yang
dilakukan dengan menggandeng Sekretariat Kabinet dalam rapat pra-JPT, Ibid.

8 Indonesia (2), op. cit., Pasal 1 ayat (22).
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dalam penjelasan pasal 1 ayat (22) tersebut disebutkan bahwa “Sistem Merit
atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan
olen jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan Kkinerja yang
dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi
pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan
tata kelola pemerintahan yang baik.”® dengan demikian maka
secara umum pemahaman sistem merit dalam Undang-Undang Aparatur Sipil

Negara tersebut sesuaian dengan pergahaman sistem merit dalam pemahaman

konseptual.
Dalam Penyelenggaraan
kebijakan da U penyesuaian

dengan pEMASI

a) kgpa:
b) 1

Q) & tas;
h) eféktifdan

i) keter

efisien;

n,

j) nondis
K) persatuan

) keadilan dan w

m) kesejahteraan.

Selanjutnya dalam Pasal 3 UU ASN disebutkan beberapa
landasan prinsip ASN sebagai profesi, yang terdiri dari:®

a. nilai dasar;®°

% Indonesia (2), Ibid., Penjelasan Pasal 1 ayat (22).
8 Indonesia (2)., Ibid., Pasal 2.
8 Indonesia (2)., Ibid., Pasal 3.
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b. kode etik dan kode perilaku;

c. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik;
d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;

e. kualifikasi akademik;

f. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan

g. profesionalitas jabatan.

Namun demikian ketentuan dalam pasal 5 yang memberikan
penjabaran terkait kode etik dan kodggperilaku memberikan beberapa batasan-
disebutkan bahwa Kode etik dan

batasan dalam pelaksanaa

kode perilaku B .k shormatan Aparatur

Sipil Negaga. perilaku agar

Pegawa A8

a. jawab,
: fgasnya oe ‘ gSiplin;

C: ptengan sikap horme tanpadekanan;

aelaksanak gasnya ‘sesu gendketentuan ifuran pergfitiang-

Y- o

Hisia )., Ibid., P Bna dimaksud diml 3 huruf a

meliputi:

a. memegang tequiifdedfod 3 1"\
b. setia dangi ‘---a.‘ ndang sai-\ega “| paeiesia Tahun 1945
serta pemeri

mengabdi kepada
menjalankan tuga
membuat keputusan
menciptakan lingkungan ké
memelihara dan menjunjung tinggi sta a yang luhur;
mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya
guna, berhasil guna, dan santun;
mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;

. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat
sistem karier. Ibid., Ps. 4.

% |bid., Ps. 5 ayat (1).
% bid., Ps. 5 ayat (2).

s oQ A0 o0

©=537TF
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e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat  yang
Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan dan etika pemerintahan;

f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;

g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung
jawab, efektif, dan efisien;
h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan

tugasnya;

Implementasi Merit Sisteq

a) seluruh

g 3 ards terbuka
andar kompetensi{ah

ya Site naan,

gigembangan, dan pola'karir
e) mMemperlakikan pegaWiai A Cara adif setara dammaon di tif;
a:

an ga hot jaba

: Adz i
erikan peng a.all M g'e an sanksi b
| -
h) Mpka fj’ tas dan peritake

i) merengandl® mRembe emnaia gethbangan kompetensi
sestfar

j) menjagan ai ﬂ 'uik;
k) memberikan perlin a v gawai ASN dari tindakan

penyalahgunaan wewenang; dan

pada

1) memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi.
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Perubahan Kebijakan Sumber Daya Manusia menurut UU ASN :%2

a) Karier ditentukan berdasarkan komitmen terhadap kinerja bukan hanya
kedudukan;

b) Pangkat melekat pada jabatan bukan pada orang;
¢) Remunerasi ditentukan pada kinerja bukan semata pada jabatan saja;

d) Kedudukan dalam jabatan didasarkan pada:

e Standar Kompetensi

e Pengembangan Kompg & PPPK dalam rangka

meningkatke

e) Pembaias
f) Rek
9) #S

igma o0laa

Dergeser dari  PgRdek aflMinistrasi  kepegawara

sumbe alianusia me Bahan

la ' epeg

enjadi  perspekti sumber  (aya

(hurhe esourse developme : Sipil  Negara™mserta pola

men  untuk =MCTija pelhagal,, tantangan dihadapi
naon J"f 7 S ogaw i Apa m. ermasuk Aparatur

Sipil  Négara Kt 100G BANGSE il faryang harus
selalu dijaga dengal.Raikmailkemg @ dTmpdikacga
untuk menerapkan mag wo* JaW@ian  Aparatur  Sipil Negara

baru

bangsa |

arena itu disarankan

yang membantu dan mendukung™pare” Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah yang tergabung dalam ASN untuk merealisasikan seluruh potensi

mereka sebagai pegawai pemerintah dan sebagai warganegara.®

92 Yuliana Setiawati, op.cit.

% Komisi II DPR RI, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil
Negara”, op.cit., hal. 58.
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Peraturan Pelaksanaan dari UU Nomor 5 Tahun 2014 sampai
saat ini belum diundangkan. Menurut Direktur Peraturan Perundang-
Undangan Badan Kepegawaian Negara peraturan tersebut sudah
mulai disusun. Daftar Rancangan Peraturan dapat disajikan dalam tabel
berikut:%

Tabel. 2.1

RANCANGAN PERATURAN PEM
ASN DAN PERATURA

RINTAH/PERATURAN PELAKSANA
AH YANG SUDAH ADA

Pemerintah yang Sudah

NO Ranc, (
. 1&

j PP 19/2013 tentang

L

F
4

nberhentian
‘ ementara

1 Yiang F RR.4/19 AIN¢ ang menjadi

H Pejabat Negara

3, 2 PP tentang HAKBandkeWdlibakmst 1L, PP 24/1976.4ig.Ciiti PNS
uranuvksana lainnya
A ; "‘\

4. __..--'-" entang Pengalihan status
tertenttrya al.darifpraiuri anggeta TN dan anggota POLRI
dan anggota adi PNS untuk menduduki jabatan

struktural

5. R-PP tentang Disiplin 1. PP 53/2010 tentang Disiplin PNS

2. Peraturan pelaksana lainnya

6. R-PP tentang Upaya Administratif PP 24/2011 tentang Bapek

dan Badan Pertimbangan ASN

9 Haryomo Dwi Putranto, Bimbingan Teknis Kepegawaian, Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan tahun 2014.
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Pengembangan Kompetensi, Pola

Karier, Promosi dan Mutasi

NO Rancangan Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah yang Sudah
ASN (R-PP ASN) Ada
7. R-PP Manajemen PPPK Sudah mempunyai RPP Pegawai Tidak
tetap
8. R-PP tentang Korps Pegawai ASN PP 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa
Koorps dan Kode Etik PNS
9. R-PP tentang Tata Cara Penyusunan 1. PP 97/2000 jo PP 54/2003 tentang
dan Penetapan Kebu Formasi PNS
dan Jeni uran pelaksana lainnya
10. R- at jo PP 78/2013 tentang
n
sama lainnya
11. at 2002 tentang
kenal
ran ainnya
1 ntan /19 ttg Gaji PNS
iperja, Tunjan e an dan Peraturan pel*saiiwnya
s . ]
litas Lain
13. te /19%9 Pensiun PNS
ksana lainnya
14. R-PP tw /1981 jo PP 20/2013 tentang
(Jaminan Ke ad; suransi Sosial PNS
Kecelakaan Kerja, Jamin 2. PP 67/1991 tentang Asuransi Sosial
Kematian dan Bantuan Hukum) ABRI (dan PNS di Kem.
Pertahanan)
15. R-PP tentang Pengembangan Karier, 1. PP 100/2000 jo PP 13/2002 tentang

Pengangkatan PNS dalam Jabatan
Struktural
2. PP 101/2000 tentang Diklat PNS
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NO Rancangan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah yang Sudah
ASN (R-PP ASN) Ada
16. R-PP tentang Jabatan Administrasi -
dan Kompetensi
17. R-PP tentang Jabatan Pimpinan Tinggi | -
18. R-PP tentang Jabatan Fungsional 1. PP 16/1994 jo PP 40/2010 tentang
Jabatan Fungsional
2. Keppres 87/1999 no Perpres
97/2012 tentang Rumpun Jabatan
19.

-
-
~

R-PP (

N2

L Zas >

A}y

aksana lainnya

-
—
>
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BAB 3

STATUS KEPEGAWAIAN DOSEN PNS YANG MENJADI
HAKIM AD HOC TIPIKOR BERDASARKAN PENJELASAN PASAL 16
UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

3.1. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi: Sejarah, Konsep,
Kedudukan dan Hak Keuangan

Menurut Black’s Law Dig istilah “ad hoc” berarti formed for

a particular purpQsg ' suatu tujuan khusus.

Dengan demi pc adalah hakim,
berasal laman dan

spesiali : jata ara khusus

hoc

juri artinya hakim ksud
ahuz yang ikinya,

o8l | tuk i inan

kelerpifiadkan hukum pada at Sefla nilai-nilai yang Berkeimbang

di masyarakat. Keberads 3 : : Bimaksudkan sebagh Bresentasi
il

dari  KEpEmtingan __masy@kek ; cagadilan akary Odpat lebih
dipertanggungj 4’,{? . \

esimi ielah inas erngadilan pidana
Indonesia yangv Negara (PTUN).%
Secara historis bentuk : rtisipasi dari luar peradilan

ikut duduk sebagai hakim bersa ama hakim karir untuk tujuan khusus

% Tim Taskforce, Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: KRHN, 2008), hal. 42.

% Tim Taskforce, loc. cit., hal. 43.

% Indonesia (9), Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 5 Tahun 1986
sebagaimana dirubah oleh UU No. 9 Tahun 2004, ( LN. 77 Tahun 1986, LN No. 35 Tahun
2005, TLN No. 4380), Pasal 135 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara: Dalam hal
Pengadilan memeriksa dan memutus perkara Tata Usaha Negara tertentu yang memerlukan
kealdian khusus, maka Ketua Pengadilan dapat menunjuk seorang Hakim Ad Hoc sebagai
Anggota Majelis.
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yang sesungguhnya sudah pernah dijalankan sebelumnya di Indonesia.
Hakim ad hoc yang secara konseptual kedudukannya untuk tujuan khusus
(a special purpose) seperti dalam pengadilan pidana dewasa ini bukanlah suatu
hal baru dalam sejarah pengadilan di Indonesia.%

Hakim ad hoc diadakan dalam PTUN ide awalnya adalah karena
faktor perlunya keahlian dalam majelis hakim ketika mengadili perkara.
Ketika proses perancangan pembentukan PTUN disadari akan adanya
suatu keperluan untuk mengantisipasi materi kewenangan (yurisdiksi)

dari pengadilan yang akag ang bersifat khusus sehingga

memerlukan ke nasalal ABRerpajakan, agraria,
majelis hakim
itu tida ' < : ) : d hoc yang
dian secara
peradilan dalam

pikor

embg an Pengagdila pikor angka | satU™ pagadigma

di§ Pahwa Si kejah biasa
(e gnary crime) ni A ir AN penanga luar
biasa dian di sisi 0 il epercayaan erhadap

sistem ilan
M (-’

beberapa _ke

A dahhna adanya
m -:-;M ain  maraknya
praktik marfit Integritas dan

terbatasnya kaan‘ Q &Uganan perkara tidak
a t

transparan, adanya putus J janggl ¢ ntroversial serta tidak sesuai

dengan rasa keadilan. Semua ini menjadi faktor lunturnya kepercayaan

masyarakat terhadap institusi peradilan umum sehingga memerlukan

pengadilan khusus dengan Hakim ad hoc.

% Luhut M.P Pangaribuan, op. cit., hal. 421.
% 1bid., hal 422

100 | bid. hal. 426.

101 _uhut M.P Pangaribuan, op. cit., hal 429.
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Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan
ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan putusan
Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  012-016-019/PUU-IV/2006  tanggal
19 Desember 2006 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.1°2 Putusan Mahkamah
Konstitusi tersebut pada dasarnya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa

pengadilan khusus hanya dap . salah satu lingkungan peradilan
umum vyang di an unds endiri. Berdasarkan
) Tindak Pidana

kafnya Undang-

hal tersebu

akKorupsi
engadila J @rKorupsi dibé
4 C orun dilan

berada_di lingkund peradilan _Umum, 1% ukan

a kabU\ateniko ang#* daerah <umn eliputi

da8 #m  peng ; gkutan. ™V ntuk
Da¢e usus Ibukota® Jai “ gad Tindak PMJ)Jrupsi
berke di setiap Kotamad g daerah hukumnya‘Mi daerah
hukum pengadije #"":or' 0 gk :'i\

Berds T v et A/ VN 6 iy = & e 242 THT bikor, dalam

memeriksa, mengadill, daRem “ argiadak pidana korupsi, Pengadilan
Tindak Pidana KorUpST,__pengadila if giglidan "Mahkamah Agung terdiri

102 pytusan perkara yang diajukan oleh Mulyana W Kusuma dkk, MK dalam putusan
menilai bahwa ketentuan Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002 bertentangan dengan UUD 1945,
karena telah terjadi dualisme penegakan hukum dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi.
Dualisme yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan hak-hak konstitusional
para pemohon.

193 Indonesia (1), op.cit., Penjelasan Umum UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

104 Indonesia (1) op.cit.,Pasal 2.
195 Indonesia (1) op.cit.,Pasal 3.

196 Indonesia (1) op.cit.,Pasal 4.
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atas Hakim Karier dan Hakim ad hoc. yang persyaratan pemilihan
dan  pengangkatannya berbeda dengan Hakim pada umumnya.
Keberadaan Hakim ad hoc diperlukan karena keahliannya sejalan dengan
kompleksitas perkara tindak pidana korupsi, baik yang menyangkut
modus operandi, pembuktian, maupun luasnya cakupan tindak pidana korupsi
antara lain di bidang keuangan dan perbankan, perpajakan, pasar modal,
pengadaan barang dan jasa pemerintah.’®” Di samping itu, terdapat definisi

lain tentang Hakim ad hoc yaitu berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan

Presiden Nomor 5 Tahun 204
Ad hoc,%

dan pengals

euangan Dan Fasilitas Hakim
Ha adalah memiliki keahlian

Jili, dan memutus
suatu pegkara . : pefgangkatannya
diatuf d

Hakir ' SRed* dibandingk8 i Hakim

K I I[e Ci cl -’ 13 C dari

tu m memeriksa, I, @

memutus perkakg tiaaakspidana

an : 3 orupsl, pgadila ngyi,

da 0c. 109

Se eradaan Ha ag:l L pakan syarat mutus

Agu dli dan

dang-Undal

c. fasilitas transp
d. jaminan kesehatan;
e. jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya;

f. biaya perjalanan dinas; dan

107 Indonesia (1), op.cit., Penjelasan Umum UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

108 Indonesia (10), Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas
Hakim Ad Hoc, PerPres No. 13 Tahun 2013.

199 Indonesia (1), op.cit., Pasal 10 ayat (1).
10 Indonesia (10), op.cit., Pasal 2.
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g. uang penghargaan.

Hakim ad hoc diberikan tunjangan setiap bulannya.!'! Untuk
hakim yang berasal dari pegawai negeri dan menerima tunjangan sebagai
Hakim ad hoc tidak berhak atas tunjangan jabatan struktural maupun
fungsional dari instansi dimana Hakim Ad hoc tersebut berasal,**?sejak dilantik
sebagai Hakim ad hoc.!?

3.2. Rekrutmen Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Hakim ad hoc pada ladak Pidana Korupsi, pengadilan

tinggi, dan pad diberhentikan oleh
Presiden memilih  dan
mengus A g na Korupsi

dan dp panitia

I dari UMS8 ;"J, Agung yang
k dapat diangkat B8€ebafei Hakim ikor,

o8l befikut: 116

' i I persye
a.

‘ gera Repuk 10
b.bkepada Tuhaf Yaag Maha Ese; d
c. seH]ani dan roha
d. berpeﬁka i;j_"' ; . anhpengalaman

di  bidanomhuk! ] : ir pelas) tahun
untuk Hak 010 Pidana  Korupsi
dan pengadilM. ntuk Hakim ad hoc
pada Mahkamah Agung;

11 Indonesia (10), op.cit., Pasal 3.

112 1hid., Pasal 3 ayat (4).

113 1bid., Pasal 8 ayat (1).

114 Indonesia (1), op.cit., Pasal 10 ayat (4).
115 |bid., Pasal 13 ayat (1).

118 Indonesia (10), op.cit Pasal 12.
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e. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat
proses pemilihan untuk Hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi dan pengadilan tinggi, dan 50 (lima puluh) tahun untuk Hakim
ad hoc pada Mahkamah Agung;

f. tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan Dberdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

g. jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi
yang baik;

h. tidak menjadi pengurus dai ROlitik;
i. melaporkan
j. bersedia , pidana  korupsi;

dan

k. bglsd : jahate ' 2l deé ik, selama

{y'syarattersebut, Hakim arag@merangkap me
a. apu engadila

ou, dangpejaha cikéltangeiengan

-
[ -

Wraturan perundang-

Masa jabatan Hakim ad hoc Tipikor''®adalah 5 (lima) tahun

yang
dip a olehnya;
cC. p atau anggota
d. kep rah;

e. advokat;

f. notaris
g. jabatan lain
undangan; atau

h. pengusaha.

dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Dengan demikian, apabila Hakim ad hoc diangkat dua kali masa jabatan maka,

lama masa jabatan adalah 10 (sepuluh) tahun, dan selama itu pula Hakim

17 Indonesia (1)., op.cit., Pasal 15.
118 pasal 10 ayat (5) UU UU 46 Tahun 2009.
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ad hoc yang berasal bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan
lain selama menjadi Hakim ad hoc tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2009
Seleksi
Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah

tentang Pedoman Penyelenggaraan Calon Hakim ad hoc
Agung:!1®
a. Pasal 2

(1) Tahapan penyelenggaraan seleksi calon hakim Ad hoc terdiri atas;

( -) Utk p lenggaraan
v

da 010,

Orupsi

a. Seleksi Administras
b. Tes Tes
c. Selg

jalam

PENGADILAR 2015
BERASAL DARI
DOSEN PEKERJAAN

PNS LAIN

TINGKAT - 11

PERTAMA

TINGKAT 4 22 2 28 - 4

BANDING

Jumlah 4 78 3 81 - 15

119 Indonesia (11), Peraturan Mahkamah Agung Pedoman Penyelenggaraan Seleksi
Calon Hakim Ad hoc Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi, dan
Mahkamah Agung., PerMA Nomor 04 Tahun 2009, tanggal 5 November 2009.

120 Data selengkapnya dilampirkan dalam lampiran tesis ini.
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3.3. Status Kepegawaian Dosen PNS Yang Menjadi Hakim Ad Hoc
Tipikor Berdasarkan Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang
Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

3.3.1. Pegawai Negeri Sipil yang Memangku Jabatan Fungsional
Dosen

Berdasarkan UU Aparatur Sipil Negara,
a. Pasal 1 angka 2, Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya

disebut Pegawai AS awai negeri sipil dan pegawai

pemeri of ‘janjian oBiangkat oleh pejabat
suatu jabatan

dan digaji

at PNS

entu,

yang sel

kat sebagai Peg secara teta jabat

embigatkepegawatan, u aeRdudiki jabata erin

2014
mpok

enurut 3 3 Ang NG

Aparatur Sj hl A ta-n ngsional ada
yang ber ; § erkaitan dewlayanan

fudnal 1\ eter n tertentu.
SelapjutnVa W ingsional adalah
Pegawa : : Bl pada instansi
pemerintahﬂ} ﬂ Pal PNS, Jabatan
Fungsional Pegaw ed "’!ﬂ"' jabatan fungsional adalah

kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan

hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang
dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau
ketrampilan ~ tertentu  serta  bersifat  mandiri.*?'Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional pada instansi

121 Indonesia (12), Peraturan Pemerintah Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil,
PP No. 16 Tahun 1994 sebagaimana telah dirubah oleh PP No. 40 Tahun 2010, (LN No. 22
Tahun 1994, TLN No. 3547 dan LN No. 51 Tahun 2010, TLN No. 5121)., Pasal 1 ayat 1
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pemerintah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai formasi yang
telah ditetapkan.!??

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana
Telah Dirubah oleh PP Nomor 40 Tahun 2010:

(1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional
dan telah ditetapkan angka kreditnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diberikan tunjangan jabatan fungsional.

(2) Besarnya tunjang agsional untuk setiap rumpun

jabata § okan der Dresiden.

pendidika gi Y sarkan
antuseita be
osen sebagai fpendiflik gprofesigpal me i ngsi,

d edudtikan W/ Sapgat strate Do sepagai

brofesia e S| judnya faraan

n,
Wlajaran ses ge “ SipEPRiNSip  profesigpali
uh| hak ya 1l Ji S a negara dalwmperoleh

e'“kan f.» . or ahun 2005
J DOSE]

tentapg, GHY 0 B8EN wajib memiliki

kualiTik: , sehat jasmani

dan rohamle ifi ang dipersyaratkan

untuk

satuan pendidikan serta memiliki kemampuan

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 1%

122 Indonesia (12), op.cit., Pasal 7.

123 Indonesia (13), Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi
Birokrasi Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, PermenPAN dan RB Nomor 17
Tahun 2013, (Berita Negara Indonesia No. 466 Tahun 2013), Pasal 1 angka 1.

124 Indonesia (14), Peraturan Pemerintah tentang Dosen, PP Nomor 37 Tahun 2009,
(LN Nomor 76 Tahun 2009, TLN Nomor 5007), Penjelasan Umum.
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Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan
tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan
menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.'?®
Tugas utama tersebut tidak menutup kemungkinan dosen PNS diangkat
dalam jabatan lain misalnya jabatan struktural,’?® maupun mengikuti
seleksi sebagai pejabat negara, anggota komisioner maupun

sebagai Hakim ad hoc.t?’

Peraturan yapg atan  Fungsional Dosen dan

Angka Krediffiya eraturan i avagunaan Aparatur

Negar < 0

u
Pe o d § at@PNS dalam
\‘l * fal : eraturan
-undangam®
A ayat ( NS ) digfigkat pertame jabatan
ademikR@sen hardgmemengdlfi syara

Bérijazah palingeenddh Magisier (S2) atall Yang sede dari
pendidika i ¥ di
Pangkat pal gn a Tingkat I,

ruang

A\

",i L jur miah untuk

125 Indonesia (14), op.ci

2%6|ndonesia (14), op.cit., Pasal 18%@¥ Dosen yang diangkat oleh Pemerintah dapat
ditempatkan pada jabatan struktural di luar perguruan tinggi.

2"Misalnya menjadi Kepala Perwakilan Ombudsman berdasarkan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja
perwakilan Ombudsman RI di Daerah, atau misalnya PNS yang menjadi anggota komisioner
KPK berdasarkan Pasal 29 UU KPK, atau PNS yang akan mengikuti seleksi Hakim
Agung berdasarkan UU Nomor 3 Thaun 2009 tentang MA, menjadi Hakim MK berdasarkan
UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, dan menjadi anggota Komisi Yudisial berdasarkan
UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang KY. Menurut masing-masing undang tersebut PNS
diberhentikan sementara dari jabatan organiknya. Lihat pula PP Nomor. 4 Tahun 1976 tentang
Pegawai Negeri yang Menjadi Pejabat Negara. Berdasarkan UU ASN Pasal 88 ayat (1)
UU Nomor 5 Tahun 2014 PNS diberhentikan sementara, apabila: a. diangkat menjadi pejabat
negara; b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural.
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d) Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu)

tahun terakhir.

c. Pasal 24 ayat (3), Pengangkatan pertama kali sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan
formasi dari Calon PNS.

d. Pasal 25
(1) Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam jabatan Akademik

Dosen dapat dipertiga@agkan apabila:

a. Memenuh 0aimana dimaksud  dalam

paga pendidikan

Na : { N
. \\ﬂ/ demi 36
) Pangkatasvang d ' pagi  PNSsebaddlinai aksud

pada ayat samaldengagiPangkat yang dan

jenjangmjabatan ditetapkand sesuai dengan jum redit

0 ditetapkapy oleh peial ang be ang meaetapkan
angka

‘\ Jumlah angka gk A gaimana dimaksud Jt (2)

H ditetapkan € . 7 sur penunjangw
e. qﬁal : '

Jabata rosional- Dg i glil al dengan jumlah
kebutuha

ditetapkan oleh Mentg gunaan Aparatur Negara dan

ousat dalam

WONg g dalam formasi yang

Reformasi Birokrasi setelah mendapat pertimbangan tertulis dari

Kepala Badan Kepegawaian Negara

f. Pasal 30
Dosen dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
a) Diberhentikan sementara dari PNS
b) Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Akademik Dosen

¢) Menjalani Cuti di luar tanggungan negara; atau
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d) Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

g. Pasal 31 ayat (1) Dosen yang dibebaskan sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dapat diangkat kembali dalam
jabatan Akademik Dosen apabila berdasarkan keputusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak
bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.

h. Pasal 31 ayat (2) Dosen yang dibebaskan sementara sebagaimana
dimaksud PAsal 30 h

Akademik _PRo | g g hatas usia pensiun sesuai

anat diangkat kembali kendala jabatan

deng at
i. as 3 ) 2 A lafili, pembebasan

0 f c, dapat

diangk

ademik Dosen, %jenjangl jabat@hnya ditetapKa

atan A DoSen terakilr yang

Suti di 2 00

‘ Ketentuan difdafd A ofF Pasal 16 UU N#I’ahun

Mentan Peng QAL INAARY Ridanamisorupsi me idak jelas
status kepegawaie ' y/c J F‘i‘h © ad hoc Tipikor.
Hal 1 16 dang Nomor

46 Tahun i : @ - ahkan norma yang
terdapat dalam pej ; 'sru}# er bertentangan dengan norma

lain. Ketentuan yang terdapat®da@lam Undang-Undang Nomor 46 Tahun

0L

2009 yang mengatur ketentuan Dosen PNS yang menjadi hakim ad hoc

Tipikor :

a. Pasal 10 ayat (5), Hakim ad hoc diangkat untuk masa jabatan selama 5
(lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa
jabatan.

b. Pasal 16, Hakim ad hoc yang memangku jabatan struktural dan/atau

fungsional harus melepaskan jabatannya.
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c. Penjelasan Pasal 16, pelepasan jabatan dalam ketentuan ini
bersifat sementara selama menjadi Hakim ad hoc. Dalam hal Hakim
ad hoc memegang jabatan fungsional sebagai dosen pada perguruan
tinggi dan berstatus pegawai negeri, yang bersangkutan menjalani
cuti di luar tanggungan negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976,
tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil,*?® bahwa cuti diluar tanggungan
negara diberikan dengan kete

a) Pasal 26, Pegay

kurang prikan untuk paling

but_telah bekerja sekurang-

o

permintaan  secara “ftertu 2pa pejabat yang  DeiMenang
bmber' Itidisertat el G ya o i di [d gglingan
1€ anyag@apat pLtUSA I pej yang
\ Perwenang mend
ara. o’
HI 29, Selafia. anke badiluar tan n negara,

Pega A}"E iy a : :i"ﬁl‘- berhak menerima

N.
At DErse afly Kepala Badan “epegalwaian

nengl NEG Gail Lidak d Sebagai masa
kerja P i Y § “ ) jalankan cuti di luar
tanggungan Neg 3 }'W! sebagai masa kerja Pegawai

Negeri Sipil.

e) Pasal 30, setelah menjalankan cuti di luar tanggungan negara,
maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan apabila tidak
melaporkan diri kembali kepada instansi induknya, diberhentikan

dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

128 Indonesia (3), op.cit.
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Dosen PNS yang menjadi Hakim ad hoc Tipikor, hanya
dapat memperoleh cuti di luar tanggungan negara paling lama 4 (empat)
tahun, sedangkan masa jabatan Hakim ad hoc Tipikor adalah 5 (lima)
tahun bahkan bisa diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan,
sehingga masa jabatan bisa mencapai 10 (sepuluh) tahun. Selain itu,
masa kerja Pegawai Negeri Sipil dan selama menjalankan cuti di luar
tanggungan Negara tidak diperhitungkan.

Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009

membuat tidak jelas Ldosen PNS yang menjadi hakim

Tipikor. i gsesnya permohonan
penet oF % } di, Hakim ad hoc
pegawaian pada

' efmjalankan

i nggunga «;‘ pifsangat berbeda mekeanisme

gawalaaepab UaiPNS ™

negara maupun jaBataf®laingya. itu, ketentuan j cuti

uar tafggungan negara’ dapai meru@ikan dosensPNS Nenjadi

d hoc T Kal
tahun

Vti di luar ta ‘. % Jibefikan paling Ianw

Wn dapat dipe u) tahun. H
2. dl di oplt |ber|holeh pejabat
(7 AN

Tals ah mendapat

pers ““Bec gan mekanisme

perpan ra.

Selama menja tanggungan negara, PNS

yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari negara

129 pada tahun 2011 dan 2012 sebanyak 6 berkas usul penetapan status dosen PNS yang
menjadi hakim ad hoc Tipikor masuk ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun
tersebut Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi masih dalam lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009
tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa Kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014. Saat tulisan ini
dibuat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ada dalam lingkungan Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015.
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dan tidak diperhitungakan sebagai masa kerja pegawai negeri
sipil. 10

4. Sampai sekarang pemerintah belum menegaskan lebi lanjut
mengenai alasan-alasan pribadi penting dan mendesak Yyang
disyaratkan untuk pengajuan cuti di luar tanggungan negara.

5. Cuti di luar tanggungan negara bukan hak, oleh sebab itu permintaan
cuti di luar tanggungan negara dapat dikabulkan atau ditolak®3!

oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti, satu dan lain hal

tergantung atas _pe 3jabat yang bersangkutan yang
didasa ) ingan

epala BAKN

hintaan dan

Negefis Sipil 3 1alank i jungan
dibebaskan ] j o neng itu

ra dap : 133
enuryt. Ah i o] i luar
gungan nega gstonal dose esebut,
‘at diisi  olgfisSone at  tersebut dengan
m Bahwa Penga IHrpertama

.'::;Eh Akademik Dosen
v Al | "-'ll!run_\-‘ C enaISHoWolHga D Sl dari C&'On

aturan men u____,;-

PNS.>°Sefa al_terseh ‘ Dasigjabatdll “akademik dosen dapat

.’

130 Indonesia (2), op.cit., Pasal ¢ a kerja digunakan untuk pemberhentian atas
permintaan sendiri PNS yang diberikan jaminan pensiun.

181 Indonesia (15), Surat Edaran Kepala BAKN Permintaan dan Pemberian Cuti
Pegawai Negeri Sipil, SE Kepala BAKN Nomor 01/SE/1977 tanggal 25 Februari 1977,
Romawi Il angka 7 huruf g, khusus bagi cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan
keempat dan seterusnya, permintaan cuti tidak dapat ditolak.

132 Indonesia (15), op.cit., Romawi 111 angka 7 huruf c.
133 Indonesia (15), Ibid., Romawi 111 huruf f.

134 Hasil wawancara dengan Ahmad Aniq Perancang Peraturan Perundang-Undangan
Badan Kepegawaian Negara, tanggal 12 Januari 2016.

135 Indonesia (13), op.cit., Pasal 24 ayat (3).
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diisi oleh PNS dari jabatan lain apabila memenuhi persyaratan

menurut peraturan perundang-undangan. 3

2. PNS yang telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara
wajib melaporkan diri secara tertulis kepada pimpinan instansi
induknya.

3. Pimpnan instansi induk yang telah menerima laporan dari PNS
yang telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara
berkewajiban:

1) Menempatkai

fo n

kembali apabila ada

JiRan  instansi

), maka
membe an kepé dasar

pemberitahuan “gini ' pimpinan 3 nduk

ari jaba 8 Karena

pihaneenga | negawaian uran

perundangd-u gan ye <
H Penempata 3 selesai menjalanMi luar
H anggun anhedatadr Hakuke asdtngan. surat keut@i Kepala
B (7 -
> Apmkeiiba G Chiiaks garulah dapat

dila epala BKN. Untuk
mendapatkan e ’hwﬂ ehlitiimaka pejabat yang berwenang

memberikan cuti mengajukan permintaan persetujuan kepada
Kepala BKN.

136 Indonesia (13), Ibid., Pasal 25.
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3.3.3. Permasalahan Status Kepegawaian Dosen PNS yang Menjadi
Hakim Ad Hoc Tipikor Akibat Tidak Dapat Diterapkannya
Penjelasan Pasal 16 UU Nomor 46 Tahun 2009

Manajemen  Sumber Daya Manusia, menurut Sondang P.
Siagian,mengenal teori keadilan, yang inti teori ini terletak pada pandangan
bahwa manusia terdorong untuk menghilangkan kesenjangan antara usaha yang
di buat bagi kepentingan organisasi dan imbalan yang diterima. Dalam
menumbuhkan persepsi tertentu, segrang karyawan biasanya menggunakan

empat hal sebagai pembandjag

a. Harapannya G . 2 3 ayak diterima.
b. Imbalag te

‘ =
da at ; ama de
aserta melakuka jlaten IS.
ifdang-u ga g bgflaku ment dan| jenis
ang mekupakan hak pafdikadawan. 22 J

penyelenggataa i i negara te nend

adalah organjsasi ke A & d
\
w

M?dalahorgani aha
c. Negardada #*Epr isasi keKirasda Ti\

Mer erfgan bersalah
guna (power ten

IWdengan orang atau
kelompok orang yang 'N“d‘ ekuasaan itu mempunyai

kecenderungan disalahgunakan. Defigan demikian konstitusi atau undang-

“'

Al

m
a.
b

undang dasar dengan sadar dibentuk untuk membatasi kekuasaan dalam
negara.

Dalam setiap undang-undang dasar sekurang-kurangnya terdapat
tiga  kelompok  materi  muatan:  pertama, pengaturan  tentang
hak asasi manusia, kedua susunan ketatanegaraan suatu negara, ketiga

137 Sondang P Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi Aksara,
1993), hal. 291-292
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pembatasan dan pembagian tugas-tugas ketatanegaraan. Dengan adanya
pengaturan hak asasi manusia, berarti bahwa pihak yang berkuasa tidak dapat
dan tidak boleh berbuat sewenang-wenang kepada warga negaranya. **
Apabila  diartikan  dalam lingkup  vyang lebih  sempit
yaitu hukum kepegawaian yang membicarakan pula mengenai administrasi
kepegawaian atau manajemen kepegawaian maka tidak bisa diterapkannya cuti
di luar tanggungan negara untuk menentukan status dosen yang menjadi Hakim

ad hoc Tipikor, dapat menimbulkan dampak yang merugikan organisasi

maupun sumber daya apara dosen PNS. Selain itu, ketentuan
an mekanisme yang

PNS atau dosen

mengenai cuti d

berbeda diba { P

PNS apabilé hal tersebut
tetapd d 2 Ke Kibat dari

karena _ pergest
engg ;

me M penti

kehij dan

buka Laubungan mo

Se“yan HA gl benM Pengadilan
Tipikor disebdnk ﬁl‘ m ar biasa yang
memerlukan

diantaranya maU

terbatasnya kapasitas ha

asalahan lainnya
nya integritas dan
anya Hakim ad hoc tentu
diharapkan dengan keahliannya dapat menuntaskan permasalahan terbesar
bangsa sejalan dengan kompleksitas perkara tindak pidana korupsi. Dosen

138 gri Soemantri, Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan,
(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), Hal 357-358.

139 Konsep monoloyalitas digunakan pemerintahan Orde Baru untuk menguasai struktur
birokrasi pemerintahan. Semua pejabat termasuk pegawai harus memihak kepentingan
golongan yang berkuasa. Keadaan tersebut membuat sistem sentralisasi pemerintahan menjadi
kuat. Konsep monoloyalitas ini berdampak terhadap penataan kepegawaian. Sri Hartini,
Setiajeng Kadarsih, dan Tedi Sudrajat, op.cit., hal. 1.
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sebagaimana telah di uraikan sebelumnya dalam UU Guru dan Dosen
merupakan kalangan profesional dan juga kalangan intelektual yang tentu sarat
ilmu dan pengalaman yang telah teruji dalam penelitiannya melalui karya
ilmiah, maupun apa vyang telah diabdikannya pada masyarakat
sebagai pelaksana fungsi tri darma perguruan tinggi. Dosen yang mempunyai
keahlian dan pengalaman, merupakan salah satu sumber daya manusia yang
sangat diperlukan dalam tataran praktis karena pada kenyataanya, sumber daya
manusia Indonesia khusus dalam hal seleksi Hakim ad hoc di pandang kurang

dari segi kualitas maupun k etapi, penjelasan Pasal 16 yang

menentukan daq P

menjalanka ) i ' jelas status
kepega n " : : /

N‘ ' O[Tt ) enjadi

Ha A ikor me g Tuar tan q selama

s annya ada agar hak pada

erkara, karena DiSe hakim yang dari do%gajar

, di AN aturafgCutll g ggunga gara. ptapi,

di lua gu te tidak @ jauh

t6 atuskepegawaian sebut,
el & O .4

karerw entang cuti Wi Negeri
Sipil. gl _ A | |
Lebif,laf menjclas BL\Va seh :i\ nemang ketentuan

tersebut dikaj SRar St aabany akim ad hoc, dan

karakteristiknyam % - Ui permanen case by
ifan T at “l#‘

case, seperti dalam Pera , Peradilan Militer yang masa

140 ggjak diundangkannya UU tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, MA
harus membentuk Pengadilan Tipikor di 34 Provinsi dalam jangka waktu dua tahun. Lihat,
“Ketua MA Kecewa Hasil Seleksi Hakim Ad hoc Tipikor” dapat diakses
di  hukumonline.com/berita/baca/lt4b80be951d5h7/ketua-ma-kecewa-hasil-seleksi-hakim-ad-
hoc-tipikor. Seleksi tahun 2015 dari 58 calon yang lulus sebanyak 15 orang,
Sebenarnya menurut Ketua MA M. Hatta Ali yang dibutuhkan adalah sebanyak 50 orang.
Lihat pula Agus Sahbani, “Inilah 15 Hakim Ad hoc Tipikor Pilihan Pansel”,
hukumonline.com/berita/baca/lt5645da504d716/inilah-15-hakim-ad-hoc-tipikor-pilihan-pansel

141 Wawancara dengan Arsil (Anggota Tim Perumus Naskah Akademik RUU
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan sekarang aktif sebagai Anggota Badan Pekerja
Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan), tanggal 5 Januari 2016.

oc Tipikor harus

k
a punyai da

memperhati
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kerjanya hanya apabila ada kasus, hanya beberapa bulan dan itu tidak penting
dinyatakan pejabat negara atau tidak. Tapi masing-masing UU sebenarnya bisa
menyatakan bahwa hakim ad hoc ini adalah pejabat negara. Untuk Hakim
ad hoc pada pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Hakim ad hoc tersebut bukan
pejabat negara tapi pekerjaannya tetap 5 tahun, mengenai peraturan cuti di luar
tanggungan negara ini memang luput dari perhatian saat penyusunan rancangan
Undang-Undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Seharusnya
memang ada perbaikan dari segi pengaturan kepegawaian, yang bertitik tolak

pada:

1. Agar status pe

2. Jabatan k

I mengenai

o anflya lebih

ant agar_tidak Deflaftiflafit menunggu perabanag maka
N'dapa poat mudi

m Risalak, RapatiiKefjd Panitia Kf Ran dang-

U ang Pengadi inflak@Pidana Korlpsi_dengan JAMenteri
H AM, Jd

Ne pun Risalah : $Panitia Khusus

PengW’indak Pidand

16 ters Ba :‘.,,--"

ang (RU

a Pembé paratur

entang
AS mengena| an Pasal
: “. enhltl di luar
tanggungangaegara=he d : g bera aft doseimDalam risalah
rapat terdapat™g , - aksi Partai Golkar
(FPG) yaitu “be”{ * ) n atau jabatan lain
selama menjadi hakim. Us v t persetujuan baik dari fraksi-

fraksi maupun dari pihak pemerintah.'*® Dalam UU Nomor 46 Tahun 2009

142 Risalah rapat dapat diperoleh melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Sekretariat Jenderal DPR RI, atau melalui www.dpr.go.id dengan melakukan registrasi
dan mengajukan permohonan informasi terkait.

143 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus
RUU tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan Menkumham, Jaksa Agung dan
Meneg PAN, Masa Persidangan |, Rabu, 9 September 2009, jam 09.00-12.00, Hotel Santika,
Petamburan Slipi Jakarta, hal. 3.
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tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan tersebut dirumuskan
dalam Pasal 12 huruf k. Seluruhnya Pasal 12 tersebut yaitu:
Untuk dapat diangkat sebagai Hakim ad hoc, calon harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a. warga negara Republik Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain dan berpengalaman di bidang

hukum sekurang-kurangp ima belas) tahun untuk Hakim

ad hoc pada Refifg dak Pid: pSillia, pengadilan tinggi,
dan 20 (
e. beru 4 ( )a saat proses

ad e i F;' ofypsi dan
0 2 put anun untu ag pada

f. pergah dipidapa kare akuletn  kejapatan ber tusan

h Agung;

enngadilan ya elah memperaler ke Ktlats um e

akap, yang ti butasi

A

K. bersedia m ata Uk selama menjadi

Hakim ad hoc orup ‘
Kemudian dalam amor 46 Ta 09 Pasal 12 huruf k tersebut

di tegaskan lagi dalam Pasal 16, selain larangan sebagaimana dimaksud dalam

h. tid jadi penguru

I. melaM ha

J. bersediamefTo

=N, >

ana_korypsi; dan

3 -

Pasal 15, Hakim ad hoc yang memangku jabatan struktural dan/atau
funngsional harus melepaskan jabatannya.

Ketentuan yang mengharuskan Dosen cuti di luar tanggungan negara
seperti yang dikemukakan Arsil adalah bertujuan agar dosen tidak melakukan
pekerjaannya sebagai dosen. Akan tetapi, apabila alasannya demikian, dosen

tersebut bisa saja mengajar, karena tidak secara tegas disebutkan dilarang.
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Dosen yang melepaskan jabatan fungsional, atau menjabat apapun di luar tugas
utama sebagai dosen, tidak ada ketentuan dilarang mengajar. Tapi batasannya
sudah jelas yaitu apabila yang bersangkutan tetap mengajar, tidak bisa
menuntut perhitungan angka kredit atau tidak bisa mendapat tunjangan
fungsional sebagai dosen. Hal ini apabila dikaitkan dengan jabatan Hakim
ad Hoc, terdapat larangan meneriama tujangan di luar jabatan sebagai hakim
ad hoc yaitu berdasarkan Pasal 3 UU Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad

HOC.144

(1) Kepada Hakim ad hocg

(2) Besaran tugj ' of an tercantum dalam

etiap bulannya.

Lampigs : armgdari Peraturan
Preg
(3) iBe
(4) i leg@ai negerl dan jangan
@ dimaksutip idak De ajangan
rukturaldigaupun nal8dari instamsi, dimarna ad hoc

iersebut berasel.

segi ‘ ‘ ndanga tuman

a di dalangpenie ) dapat dibé arena

LTS8 A berisi  norma,
dan penjelasan tida a!hlia memuat perubahan
péflindang-undangan. ¢ Selain itu,

pencantuman ketentuan yang ditujukan khusus bagi dosen seharusnya tidak

terselubung terhadap ketent

perlu, karena Pasal 16 mengatur mengenai “yang memangku jabatan

144 Indonesia (10), op.cit.

145 Indonesia (17), Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,
UU Nomor 12 Tahun 2011, LN Nomor 82 Tahun 2011, TLN Nomor 5234.

146 Hal tersebut dapat terjadi karena UU Nomor 46 Tahun 2009 diundangkan sebelum
ada UU Nomor 12 Tahun 2011.
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fungsional”, dengan demikian, karena dosen PNS adalah PNS yang memangku
jabatan fungsional (dosen) maka Pasal 16 tanpa beserta penjelasan seharusnya
sudah cukup mengatur tentang hal tersebut. 4’

Ketentuan cuti di luar tanggungan negara yang diterapkan pada dosen
PNS yang menjadi hakim ad hoc Tipikor diatur dalam UU Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi, aturan tersebut sulit diterapkan dan tidak diuraikan lebih lanjut
mengenai teknis pelaksanaan cuti di luar tanggungan negara tersebut,
sehingga perlu dikaji kemudian mgngenai status kepegawaian PNS yang

menjadi hakim ad hoc Tipikos Quisus lainnya maupun PNS yang

/,
=

i nor dratug 2 perunda rdapat
pends arik dari Me u ang pembahasa padilan
Tipike Apabila sistem perad pic egre itu dianggap sebuab , maka
supay itu menjadi se Sis ada’ kamar- ar yang bersiste ama lain.
Ada k pat memasak namanya ka da kamar
untuk b E)ersama kelua ---m;uvg G t':m.u--- Ada kamar u erima tamu,
namanya Demikian pulad denga 2 bidan hmasuk sistem
peradilan dalam -’h‘L _,f D ; m‘ ] techno strukturnya.
Ada 5 sequg miainal"s ce 8 : yvelidikansSequience yang kedua
adalah penyid of: ah pe ang keempat adalah
pemeriksaan di pengadilan, sequence kelima adaiah an pengadilan. Undang-
undang ini berbicara ama '@' at enai Pengadilan Tipikor,
berbicara mengenai pemeriksaan,difpengee Tidal engenai penyelidikan, tidak
berbicara mengenai penyidikan, k 3iCa e I penuntutan dan juga tidak bicara
mengenai pelaksanaan putusan hakim. aupun 4 kamar ini disinggung, itu hanya
accesorries. Tapi norma yang diatur disini adalah norma begitu perkara masuk di pengadilan,
pemeriksaan dimuka sidang. Saya ingin menggambarkan ini, supaya jangan kita tidur di ruang
tamu dan jangan kita memasak ditempat tidur. Kita sekarang sedang berada di etape yang ke-4,
sequence pemeriksaan dimuka pengadilan. Boleh kita singgung mengenai penyidikan, tapi itu
accesorries. Boleh kita menyinggung mengenai penyelidikan, tapi itu accessories.
Boleh undang-undang ini menyinggung mengenai penuntutan, tapi itu accessories.
Undang-undang lain mempunyai otonomi sendiri untuk mengatur itu....dst. Mengenai
penuntutan biarlah undang-undang yang mengatur tentang penuntutan. Mungkin bagus kita
rumuskan saja bersama di dalam ketentuan umum. Penuntut umum adalah penuntut umum
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus RUU
tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dengan Menkumham, Jaksa Agung dan Meneg PA,
Acara Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Tindak Pidana Korupsi, Senin, 28 September
2009, 17.00 — 22.45 WIB, hal. 23.

menjabat jabata of
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BAB 4

PENETAPAN STATUS KEPEGAWAIAN DOSEN
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJADI HAKIM AD HOC
TINDAK PIDANA KORUPSI

4.1. Status Kepegawaian PNS yang Menjadi Anggota Komisioner,
PNS yang Menjadi Kepala Desa, PNS yang Menjadi Hakim Ad Hoc

4.1.1. Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Anggota Komisioner
4.1.1.1. Pegawai Negeri.Si gal\ienjadi Anggota Ombudsman

elanjutnya disebut

i kewenangan

goarakan ofefigBadsh

[ Gan |

rseorangan yanggdil Jas menyelenggargka
Ik te 0 yang"sebagiafilo sgitifuh da a ber ar dari

penda 3 tau ang

ota Ombudw dilarang
L=

gfara s enurut  peraturan

PNegara atau Badan

lanja daerah.

H Ketua,
m@iiikap ,{

a.

b. peng ahs
c. penguruw '?
Usaha Milik Da v

d. pegawai negeri;
pengurus partai politik; atau
f. profesi lainnya.

@

148 Indonesia (18), Undang-Undang tentang Ombudsman Republik Indonesia,
UU Nomor 37 Tahun 2008, (LN No. 139 Tahun 2008, TLN No. 4899). Pasal 1.

149 Indonesia (18), op.cit., Pasal 3.
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Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan
Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah,'*
ditentukan bahwa dalam hal Kepala Perwakilan Ombudsman berstatus
sebagai pegawai negeri sipil, maka selama menjabat sebagai Kepala
Perwakilan Ombudsman, yang bersangkutan diberhentikan sementara
dari jabatan organik tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri
sipil dan dapat diangkat kembalj dalam jabatan organiknya setelah selesai

menjalankan tugasnya

pomor 45 tahun 2010
ain Ketua, Wakil
a:SKetua, Wakil

ri fPegawai
ormat sebagai
epaturan

ng-undangan. >

4.1.1.2_.Pegavai NEGeLi MenjadisAnggota _4K8bmisi
emili

‘ Komisi Pengilihan M ya disingkadldalah
Wa Penyelengt J nasional, tew mandiri
yaMert f elaksallake a1 Mnjadi calon

anggetagstU , \ aten/Kotamadalah: >

a. warga A
b. pada saw Wa puluh lima) tahun
Jer p

/L
0 VAT aling rendah 30 (tiga puluh)

untuk calon angg

tahun untuk calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

150 Indonesia (19), Peraturan Pemerintah Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja
Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah, PP Nomor 21 Tahun 2011, (LN No.
42 Tahun 2011, TLN No. 5207), Pasal 17.

151 Indonesia (20), Peraturan Pemerintah Tentang Penghasilan, Uang Kehormatan, dan
Hak-Hak Lain Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia, PP Nomor
45 tahun 2010 (LN NO. 62 Tahun 2010, TLN No. 5128).

152 Indonesia (21), Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum, UU Nomor 15
Tahun 2011 (LN Nomor 101 Tahun 2011, TLN Nomor 5246) Pasal 1 ayat (1).

153 |pid., Pasal 11..
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c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17
Agustus 1945;

d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;

e. memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan
penyelenggaraan Pemilu;

f. berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota KPU, KPU
Provinsi, dan paling rendah SLTA atau sederajat untuk calon anggota

KPU Kabupaten/KQ

g. berdomisi epubli jdbagi. anggota KPU dan

di wvi a,KPU Provinsi,

: : , ggota KPU
ajome 1
ara jasma .'4.,
lari 39} litik,
n di pemerintahafigdamiBadan” Usaha Milik Ne saha
ilik Daere : ar sek

il

pernah la putusa yang

) rn ap karena medak

ra5 (Ilma)t u lebih;

dla T q‘i\ "

di pemerintahan dan

erkawinan dengan sesama

memperole,

a yang dia

rah selama masa

m.tidak berada
Penyelenggara Pemilu

Mengenai anggota KPU yang berasal dari PNS tidak diatur secara

jelas dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 15

Tahun 2011, hanya disebutkan bahwa calon anggota KPU dilarang

menduduki jabatan di pemerintahan. UU Nomor 15 Tahun 2011 tersebut

menggantikan UU Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor 22 tahun

2007, UU pemilu sebelumnya mengatur bahwa calon anggota KPU tidak
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sedang menduduki jabatan politik, jabatan struktural, dan jabatan
fungsional dalam jabatan negeri (Pasal 11 huruf k).

Badan Kepegawaian Negara menerbitkan Surat Edaran mengenai
Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Ketua, Wakil Ketua atau Anggota
Komisi Pemilihan Umum. Sesuai dengan Surat Kepala Badan
Kepegawaian Negara :1>
1. Nomor K.26-30/V.148.8/47 tanggal 5 Desember 2003, angka 2

huruf a, Pegawai Negeri _Sipil yang menjadi Anggota Komisi

Pemilihan Umum [z g dari jabatan organiknya selama

menjadjafggo;

oV * 3 hasilannya
PNS yang*tehel® ‘, ¥aji pokok an Keluarga

payarka ec njag apate Angan
jabatan fungsional.
. Ba IS yang o tmenjadigeetua, \Wakilik etua atal ARggota

=
J, KP i

2.

en/Kot3 erikan

g

s@ A setingkat lebih ting“erikat
L L
D¢ urang t) tahun

Angnya telahWa
dalam ang| Al damisetiak nilaihestasi kerja
L, A N

DP g=Kurangnya bernilai

enaikan pang

jenjang pang

b3
c. Pegaﬂ ap &F di Anggota Komisi
Pemilihan Um a h!c’ﬂ"‘ enduduki jabatan fungsional
tertentu, maka batas usia pensiunnya (BUP) adalah sesuai dengan
BUP berdasarkan jabatan fungsional tertentu yang diduduki

sebelumnya;

15 Indonesia (22), Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-
30/V.148.8/47 tanggal 5 Desember 2003 dan Nomor K.26-30/V.53-9/99 tanggal 25 April 2008,
angka 2.

Universitas Indonesia

Status kepegawaian..., Yanti Nurmayanti, FH Ul, 2016



67

Setelah diundangkannya UU tentang Aparatur Sipil Negara,
berdasarkan Pasal 88 ayat (1) huruf b PNS diberhentikan sementara
apabila diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga
nonstruktural. Kemudian Pasal 88 ayat (2) mengatur mekanisme
pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara.

Menurut Ahmad Aniqg, peraturan pekasanaan yang akan
dibentuk kemudian kemungkinan akan mengetur kembali mengenai arti
pemberhentian sementara PNS, Apabila diartikan sebelum adanya UU

tersebut, pemberhentjag diartikan pemberhentian dari

jabatan orgg
PNS kay

a0 mendapatkan gaji

A : ’ , apabila:
enjadi ko Rarata ggota Ieme I; atau

eniaai a tingakp
asal 88 ayat (2)%Bengaktifafkembali PNS ya i tikan
entara#ebagaima imaksud [padarayat kan jabat
epega

Selama ini bgf@iasa peratura undang-und
o &

yang
dana dlbel’lw dengan
pen“ase te ‘/\ ans tara huruf a
dan p,bisa f m \mx hal ini tergantung
pada pe

Me ﬂ s Pasal 123 ayat (1)
ens s

UU ASN ketua, wa e \W‘ Komisi Yudisial; ketua dan

wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; diberhentikan sementara

karena me

dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS. Dengan
demikian, status PNS masih melekat dan gaji tetap di bayarkan karena
gaji adalah hak yang melekat pada statusnya sebagai PNS, yang tidak
dibayarkan adalah tunjangan dalam jabatan semula, kecuali ditentukan
lain oleh peraturan perundang-undangan.

1% Hasil wawancara dengan Ahmad Anig, Perancang Peraturan Perundang-undangan
Badan Kepegawaian Negara, tanggal 12 Januari 2016.
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4.1.2. Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Kepala Desa

Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.’® Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang

mempunyai wewenang, tugasgiian kewajiban untuk menyelenggarakan

rumah tangga Desag tugas dari Pemerintah dan

Pemerintg I ) a bukanlah pejabat

) pemilihan
ri Bpejabat
erpilih
aasharus

tanpa

kehilang ak sepagaiReda leg ipil. ™ vai negeri sipil

erpilin de i [Kepe : herhak
patkan tunja ‘ g ‘ i a8 yang

Sipil, juga perak me a
perundang-um.

1%6 Indonesia (22), Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pemilihan Kepala Desa,
Permendagri No. 112 Tahun 2014 (BN No. 2092 Tahun 2014)., Pasal 1 angka 1.

157 1bid., Pasal 1 angka 6.

158 |bid., Pasal 47 ayat (1).
159 1bid., Pasal 47 ayat (2).
160 |bid., Pasal 47 ayat (3).
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4.1.3. Pegawai Negeri Sipil yang Diperbantukan dan Dipekerjakan

Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan adalah Pegawai Negeri
Sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya
dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan. Pegawai Negeri
Sipil yang dipekerjakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan
tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi
induknya.'®? Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan

secara penuh di luar instansigili@iuknya pada prinsipnya adalah bersifat
162

penugasan. : .

Ps > . diperbantukan di
luar 4ihs : : i prig, dipekerjakan
esi, negara
e Pamerintah
Radio
donesia daflk TeleWliSi Rg sl )glVlerah

alaan Jawalail 3 alrdn

ia, lemk X : . osial,

dan legali@ga pendidika

Pasal 2 Peraturan ale , : omor 2
yZOll tangga

an secara
duki jabatan

ng-talah ditetapkan ‘nenyvets amaan eselonnya
atau jabatan fungsie ekikan Keraikan pangkat reguler

sesuai perattran _pe

161 Indonesia (23), Peraturan Pemerintah Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, PP No. 9 Tahun 2003 Sebagai Mana Dirubah oleh
PP Nomor 63 Tahun 2009 (LN No. 164 Tahun 2009), Pasal 1 angka 7.

182 |bid., Konsideran Menimbang.

183 Indonesia (24), Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Kenaikan
Pangkat dan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Dipekerjakan atau
Diperbantukan Secara Penuh di Luar Instansi Induknya, PerKaBKN Nomor 2 Tahun 2011
tanggal 18 Januari 2011.
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(2) Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan secara
penuh di luar instansi induknya dan menduduki jabatan pimpinan
yang telah ditetapkan penyetaraan persamaan eselonnya atau jabatan
fungsional tertentu diberikan kenaikan pangkat pilihan sesuai

peraturan perundang-undangan.

4.1.4. Status Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi
Hakim Ad Hoc

4.1.4.1. Hakim Ad Hoc bukasi#iBejabat Negara

Undaagela ot 1 OMmtentang Aparatur Sipil

Negara

ne : % S »
a. 14
y kil Kettrandas ”\"ln'-l‘l :
: dan a3
ua, wakil ketua, @i a
tug otug

it negara. Pejabat

: e
0 ser a,
radilan kecualithaki
- tua, wakil ki d3
g. ua, waki 3, C
h. Ketué ij‘;. etua, 'da

berkedudukan sebagai Dutd Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
I.  Gubernur dan wakil gubernur;
m. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan

n. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-
XI1/2014, MK menolak pengujian Pasal 122 huruf e Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 122 huruf e.
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Putusan tersebut menguatkan status Hakim ad hoc adalah
bukan pejabat negara. Dalam pertimbangan putusan nomor 32/PUU-
XI11/2014 tersebut, Mahkamah menyatakan dibentuknya Hakim ad hoc
pada dasarnya karena adanya faktor kebutuhan akan keahlian
dan efektivitas pemeriksaan perkara di Pengadilan yang bersifat khusus.
Pengangkatan Hakim ad hoc dilakukan melalui serangkaian proses
seleksi yang tidak sama dengan proses rekrutmen dan pengangkatan
hakim sebagai pejabat Negara.
tyj

Selain itu, Muknya Hakim ad hoc adalah

untuk megs kehakiman dalam
menega G 3 jan  kompleksitas
perkara 3 ) ; non Kkarir
116 'C: mgnngadili

& khusus, 0 ampak

im 3 ]
danya _pengectaliari® Hakim ad i jabat
aimana diaturida Steptfan Pasa 2 huru ASN,
¢ angan @ Stitusi.
sifat, po rek tid3 adanya pe usia
: ad hoc b dengan

a ‘m}\“‘"” ang IMp tugas dan

n dan kualifikasi

apakah hUu ﬁ tUu bukan pejabat
'Ji ;E

negara. Penentuan Hi" asu Hakim ad hoc apakah

sebagai negara atau bukan, merupakan kebijakan hukum terbuka

(open legal policy), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk
Undang-Undang.

Perubahan tersebut disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan
dan perkembangan yang ada sesuai dengan jenis dan sepesifikasi
serta kualifikasi jabatan tersebut. Dengan demikian, penentuan

kualifikasi pejabat negara yang dikecualikan untuk Hakim
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ad hoc sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang.
Perbedaan antara Hakim ad hoc dan hakim karier, ditegaskan Mahkamah
Konstitusi tidak serta merta menimbulkan perbedaan perlakuan
sebagaimana dimaksud Pasal 281 ayat (2) UUD 1945.
Perbedaan dapat dibenarkan sepanjanng sifat, kareakter dan
kebutuhan atas jabatan tersebut berbeda. Justru akan menimbulkan
diskriminasi  apabila memperlakukan sama terhadap suatu hal yang

berbeda atau sebaliknya.

Menurut Mah 5 antara Hakim ad hoc

dan hakirg etapi  karakter dan
. ; ) upakan wilayah
: [ ; rtimbangan

/ié dalil

dlasan me

Ci Va D yarat

dan iagl* pada__masing-m dang-

engatiifis pe 4 khwsts. AKaStetapi, trdakJSemua
" Hakin PNS.

dapat te ' Aperbglaan karakterigti genai

[ ]
eberadaan Wad hoc.
r ggara h
- Jﬁ apal_para ahli yaitu

alkan mengenal

$ ’,‘ dan  “hubungan
W enai hukum kepegawaian.!%

dang

ilan terseb

E. Utre
pengertian'
dinas publik” untu
Menurut E. Utrecht:
a. Jabatan (ambt)
Negara  merupakan  sautu  organisasi  jabatan-jabatan

(ambtenorganisatie). Jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan

184 Lulu Hanifah, “MK: Hakim Ad Hoc Bukan Pejabat Negara”, 21 April 2015.
www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakses pada 1 Januari 2015.

165 E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia,
(Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1985), hal. 144.
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tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara
(kepentingan umum). Setiap jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan
tetap yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi,
yang diberi nama negara. Bilamana dalam hukum negara dikatakan
“jabatan” maka yang senantiasa dimaksud adalah jabatan negara.

Yang dimaksud dengan lingkungan pekerjaan “tetap” ialah
suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan

dengan tepat-teliti dan yang bersifat “duurzaam”. Tetapi tidak

setiap lingkungan pg dinyatakan dengan tepat-teliti.

Pengertianadlisya e I : pncenai  kedudukan

huku né ja a suatu jabatan

yaighdi - ifaduurzaam”.

I 3 'a

peafabat (ambisdrager

hak

eWaji perlukan Sué NefwWa Yand alankan

Agar dapat berjalan, a gabatan (sebagal pE€

itu, iglinmsus atAVai anusia kum,

ang menjalankan ( e baf@yang didukung 0 atan,

ah penjabat. Jabatan beriindak:-dengah perantaraan peniim.!67

C. iawa- ’.J-"T A7 ""'\ h
»-im.‘r e &l 2E0 ....- d iap penjabat

adalah * epa ' i ap adalah penjabat.

Pegawai ne yang bekerja untuk
kepentingan negara s salked tur dalam ketentuan-ketentuan
hukum publik. Perbedaan antara pejabat negara dengan pegawai negeri

adalah;168

168 |bid. hal, 144-145.
187 1bid, hal. 145.

168 Sastra Djatmika dan Marsono, Hukum Kepegawaian di Indonesia, (Jakarta:
Djambatan, 1990), hal. 40.
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a. pengangkatan para pejabat negara semata-mata merupakan kekuasaan
pihak  negara yang sebenarnya, negara itu formalitas
tinggal mengesahkan hasil pemilihan, sedangkan pengangkatan
pegawai negeri melalui penunjukan oleh pemerintah.

b. pejabat negara mempunyai masa jabatan yang dibatasi
dengan periodisasi tertentu, sedangkan pegawai negeri dapat bekerja
terus sampai mencapai usia pensiun.

C. pejabat negara belum fentu aparat pemerintah, sedangkan

pegawai negeri adg
dikaitka 0

intah yang kedudukannya selalu

N, antara jabatan

: ; : menduduki

e A ‘ ak, supaya

ng mendtduki. " jab: pegawai T8¢ pejabat

I 3 geri,

Vya pegawai negeflssipifdikénal adanya dua jerd yaitu
Ural damigabate Jsiona Jenj abatan Masing-

elah 3 i aJ dalam
w perjenjanga gr K j.u a, menurut \gi ejabat
W hanyalah : g Im ang-undang i sebagai

p -

nega ; ;
[T ’f iddigle . :i\

adaka an dabatan publik

dan pe uslah dipahami

‘hdalam struktur dan

Jabatan organisasi non-negara yang bersifat privat tetapi

lebih luas

sistem kelembagaan i

berhubungan erat dengan kepentingan umum dapat juga dikaitkan
dengan  pengertian  jabatan  publik, meskipun tidak dapat
disebut sebagai jabatan negara dalam pengertian yang lazim.

189 Jimly Asshiddigie, Pengantar limu Hukum Tata Negara Jilid 11, (Jakarta: Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), 162.

170 Jimly Asshiddigie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi,
(Jakarta: PT. Bhuana IImu Populer, 2007), hal. 387-388.
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Misalnya, jabatan dalam organisasi partai politik atau jabatan dalam
organisasi profesi yang sifat kegiatannya ataupun bidang aktifitasnya
berkenaan dengan kepentingan publik yang luas dapat juga disebut
sebagai jabatan publik yang lebih luas yang mencakup pengertian jabatan
negara dan jabatan publik non-negara. 1

Selanjutnya menurut Jimly, peraturan perundang-undangan
kita sendiri tidak konsisten, dan terbakukan dalam menentukan
mana pejabat yang disebut sebagai pejabat negara dan mana yang bukan,

mana institusi yang g pegara dan mana yang bukan.

Penentuang e baku, melainkan

semata-| 2|8
d i
U da

P 3 : latur dalam

ik berdasa

] Ul C
Komnas Perlifgdun Anak Indonesia,

olisig ggota™Remt akSaam™Anggots

Komi V13 aga P8

.-. % etuaomisi Pember“orupﬂ

A dank arenWendapat
pe“an f i K- a| Mat negara.
Para_ha ‘fm‘# ng._yang semula-

karena K egeri  sipil-masih

rban, serta

dalam U

diperlakuk Q‘ S bagai pejabat negara
menurut UU dan PP. '\!“'

Berdasarkan Pasal 88 dan Pasal 123 UU Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara, PNS yang menjadi pejabat negara

diberhentikan sementara.

1 Jimly Asshiddigie, Liberalisasi Sistem Pengisian Jabatan Publik, Makalah
disampaikan dalam rangka Konferensi Hukum Tata Negara ke-2, di UNAND, Padang,
September 2015, hal. 1. Dapat di unduh di:
http://www.jimly.com/makalah/namafile/195/SISTEM_PENGISIAN_JABATAN_PUBLIK.pd
f

72 Jimlly Asshiddigie, Loc. Cit.
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a. Pasal 88
(1) PNS diberhentikan sementara, apabila:

a. diangkat menjadi pejabat negara;

b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga
nonstruktural; atau

(2) Pengaktifan kembali PNS vyang diberhentikan sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat

Pembina Kepegawaian.

b. Pasal 123
(1) Pg
itusi;

eyangan;

“Menteri dan [abea

eq ' 5 la.di Lu

erkeduduka £33

Penuh™d dari jabataf
‘ kehilangg Staws Sebagal E NS

J—Iakl dew peraturan
mengena ﬁw\r ebag :i" enurut Pasal 88

4 tidak dapat

?]w ad hoc. Pengaturan
t

ayat

diberlakukv.r

mengenai mekanis kim ad hoc tidak terdapat
dalam UU Nomor 5 Tahun 2014.

Pencantuman Hakim ad hoc dalam hukum kepegawaian baru
ada setelah diundangkannya UU Nomor 5 Tahun 2014. Di dalam UU
Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana dirubah oleh UU Nomor 43 Tahun
1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah
Nomor 4 Tahun 1976 tentang Pegawai Negeri yang Menjadi Pejabat

Negara tidak dikenal Hakim ad hoc.
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Pengaturan mengenai status kepegawaian Hakim ad hoc
yang berasal dari PNS terdapat pada masing-masing peraturan yang
mengatur pengadilan khusus tersebut. Bahkan, dalam UU tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia tidak diatur mengenai status Hakim
ad hoc yang berasal dari PNS. Hakim ad hoc pengadilan Tipikor
yang berasal dari PNS dan yang berasal dari Dosen PNS saat ini hanya
ada di UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi.

4.1.4.2. Hakiagh

anyHakim ad hoc
ang-Undang

pen anditersebut
pada Peraturan Pé Nomor 24 Tant ' g Tata

gangkatan dan ak gadilan
r]_174

am Peraturar PEpigrin ¥ dimakstd dengan:
U(im pada Pepgadilan Pegikanan®ac Hakim K

aMakim

oc yang didnakat. gaskan pada Peng erlkanan
., i i
2. fiec. adatlan™ HaKIn —ad™Aoc. DacamP adilan Perikanan

di Pengaditan Nege# v
3. Pengadilan "PE 3 ila usus pada Pengadilan

Negeri dalam lingkung@ Peradilan  Umum yang berwenang
memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang

perikanan.

178 Indonesia (25), Undang-Undang Perikanan, UU No. 31 Tahun 2004, (LN No. 118
Tahun 2004, TLN 4433).

17 Indonesia (26), Peraturan Pemerintah  Tata Cara Pengangkatan Dan
Pemberhentian Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan, PP Nomor 24 Tahun 2006, (LN No. 50
Tahun 2006, TLN 4625).
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4. Majelis Kehormatan Hakim adalah Majelis yang memeriksa dan
menerima pengajuan pembelaan diri dari Hakim ad hoc Pengadilan
Perikanan pada Pengadilan Negeri, serta memberikan pertimbangan,
pendapat dan saran atas pembelaan diri tersebut.

b. Pasal 3
Untuk dapat menjadi calon Hakim ad hoc, seseorang harus
memenuhi syarat sebagai berikut:

a. warga negara Indonesia;

b. bertagwa kepada
C. setia kg

" (
ta cakap, Tl perkelakua

ta satu lainnya Yai asaldari lingkungan

3ar Negara Republik

ain glruan 301 Wi Ikanamagkganisa

anan, o : ng huk#

rpengalaman ing kurang 5 (hi

gdasarkan putwngadllan

et melakukan

ilak pemah d

(lima) tahun

1’5\ dan/ atau jabatan lainnya

(1) Hakim ad hoc diangkat dengan Keputusan Presiden atas usul

k. bersedia melep
selama menjadi Hakim ad hoc.
c. Pasal 8

Ketua Mahkamah Agung.

(2) Masa tugas Hakim ad hoc untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan

dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas.
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d. Pasal 9
Penempatan Hakim ad hoc ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung.
e. Pasal 18
(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Hakim ad hoc
diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Hakim ad hoc
tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dinaikkan pangkatnya setiap_kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat

jenjang pangkat sesya

(3) Pegawai d pada ayat (1)
dibegh eri Sipil apabila

( hak-hak

turan PN ~.‘ apjadt Hakim a Pengadilan

. jelas dak 3

ilang-undangan.

jasa dengan PNSH§and¥ meifegang ja
ra tegasieirsebutkanda ? [entan@ Pengad

\Negeri ane en)j kim ad

Watan organikny@ se ﬁ adi im ad hoc t
o )

Wya sebagai dan Pegaw
te dap ﬂ etlnMeblh tinggi
tanpaderfk ’fﬁ.’ ‘m geng-wndangan.

4.1.4.3. Fa0a
' r}wiselanjutnya disebut
S

pengﬂ .
Pengadilan HAM a nengadilar us terhadap pelanggaran hak

asasi manusia Yyang berat. Syarat pengangkatan Hakim ad hoc pada

ri Sipil

noadilz Ylanusia

Pengadilan Hak Asasi Manusia terdapat pada Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.”

15 Indonesia (27), Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia,
UU Nomor 26 Tahun 2000, (LN No. 208 Tahun 2000, TLN No. 4026).
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a. Pasal 28
(1) Hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala
Negara atas usul Ketua Mahkamah Agung.
(2) Jumlah Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-
kurangnya 12 (dua belas) orang.
(3) Hakim ad hoc diangkat untuk selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat
kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

b. Pasal 29, untuk dapat diangkatasenjadi Hakim ad hoc harus memenuhi

syarat:
1. warga neg
2. bertagw
dan paling

rahlian

mani da@skohani;
berwiba gjur, adil, dan Berkelaktaatidak tercels
gPada Pa Ja ) d Sar 1945%%¢
bki pengetahudfiffian A diBilang hak asasid

c. Pas@"uI H
1) [M] 1 nukyang berat
dif

put diperiksa
dan dipttes™=dala alin; 3 embilan puluh) hari

terhitung se i v ankaran Agung.

(2) Pemeriksaan perkara s€bag a8 dimaksud dalam ayat (1) dilakukan

oleh majelis hakim yang berjumiah 5 (lima) orang terdiri atas 2 (dua)
orang Hakim Agung dan 3 (tiga) orang Hakim ad hoc.

(3) Jumlah Hakim ad hoc di Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) sekurangkurangnya 3 (tiga) orang.

(4) Hakim ad hoc di Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku
Kepala Negara atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia.
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(5) Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diangkat untuk
satu kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

(6) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim ad hoc pada Mahkamah Agung
harus memenubhi syarat :

warga negara Republik Indonesia;

bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun;

berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai
keahlian di bidang hukum;

sehat jasmani dan rohanj,
berwibawa, jujur,_ag an tidak tercela;

setia kepadams angelasar 1945; dan

. memyj ] - i ak asasi manusia.

oo oTw

SQ —ho

D digtur mengenai
i Tidak ada
igflk Hakim

Asasi

strial

a dengan H : adafpengadilan lai selain

]

atan pada pWatannya
af ﬁ ﬁ_ H‘. buruh dan
asa 3 eI3 ‘!‘ Refierintah Nomor 41

erhentian Hakim

Syaratan keé

Mahkamah Agung.
a. Pasal 3

(1) Calon Hakim Ad-Hoc dari unsur pekerja/buruh diusulkan oleh

serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan calon Hakim

176 ‘Indonesia (28), Peraturan Pemerintah Tata Cara Pengangkatan dan
Pemberhentian Hakim Ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad hoc
pada Mahkamah Agung, PP Nomor 41 Tahun 2004, (LN No. 141 Tahun 2004).
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Ad-Hoc dari unsur pengusaha diusulkan oleh organisasi
pengusaha kepada Menteri.

(2) Pengusulan calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan
Industrial diajukan oleh serikat pekerja/serikat buruh dan
organisasi pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan oleh serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi
pengusaha setempat kepada Menteri.

(3) Pengusulan calon Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung

diajukan ole erikat buruh dan organisasi

epetapkan daftar

a bagaimana
alon Haki

etentuan_mengeRai s@léksig@tministratif, tata
tesgt@rttlis dan¥gene aEioMminas a0aim

ada aya an 0 tusan

.-. A r: pgadilan hub industrial
C : PNS karen Hakim
'i ::::l buruhn organisasi

4.2. Penetapaf atu 3 * Dosen_Pegawar Negeri Sipil yang
Menjadi H [ 0
Seperti yang tela o

berdasarkan UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi:
a. Pasal 16:

“Hakim ad hoc yang memangku jabatan struktural dan/atau fungsional harus

apat disimp

da Hakim ag

s dalam Bab sebelumnya bahwa

melepaskan jabatannya.”

Universitas Indonesia

Status kepegawaian..., Yanti Nurmayanti, FH Ul, 2016



83

b. Penjelasan Pasal 16:
“Pelepasan jabatan dalam ketentuan ini bersifat sementara selama menjadi
Hakim ad hoc. Dalam hal Hakim ad hoc memegang jabatan fungsional
sebagai dosen pada perguruan tinggi dan berstatus pegawai negeri,
yang bersangkutan menjalani cuti di luar tanggungan negara.”

Dengan kata lain, ketentuan Pasal 16 beserta penjelasannya
menentukan, Hakim ad hoc yang memangku jabatan struktural dan fungsional

harus melepaskan jabatan tersebut, sedangkan Hakim ad hoc yang memegang

jabatan fungsional dosen B i di luar tanggungan negara.
Dengan demikiag idil
h

berbeda gdéhg 3 ’ al ermégang jabatan

egara yang hanya
ditujukan upgsional dosen
funggio ' ' att nengkaji

status K WaraalPNS yang im ad hoc

Usellainnys K tatus

ang meMegafig jabdtan sebagai an soner
dike A cfluganya, Ke an C diy luar

gara Ber: alam status

' a
PNS yang %a ﬁ .. selain jabata
instaw. Ketentuan SCtibime g negara seW‘ng telah
diuraika a bales M erugian d tidakadilan
terhadap hak:hia ﬁ%.lf m“’ aridosen PNS.
Apal an"pada Pasal™16 s atus kepegawaian

PNS yang memmif ﬁ ti‘al tersbeut. Dengan

demikian, seharusnya e W s dapat dikesampingkan

dan hanya Pasal 16 yang dijadikan dasar penetapan status kepegawaian

pada

PNS baik yang memegang jabatan fungsional dosen, PNS dengan jabatan
fungsional lain, maupun PNS yang memangku jabatan struktural.

Penjelasan Pasal 16 tersebut seharusnya tidak mempunyai daya
mengikat dan dapat dikesampingkan karena selain norma tersebut tidak adil
dan bertentangan dengnan norma yang ada yaitu mengenai cuti di luar
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tanggungan negara, menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan'’” berdasarkan Lampiran Il huruf E angka:

e 176. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan
Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh.
Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap Kkata,
frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang
dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana

untuk memperjelas nor dalam batang tubuh tidak boleh

mengakibatkan terjag dari norma yang dimaksud.

e 177. Penjelas id At b ¢ i0al dasar hukum untuk

mencantumkan

° : as d a emuat

dang-

aturan_aergenai an, pegabechentia yarat

jadi Hakimad hoc pade dilan usus dia dalam pératuran

p gflndang a g asing-nas
t:rbgitu pula deggan s F8ilfedi anggota R °r atau
jabatamgglaifl misalnya | PNS, keterigangifengenai

persyara peng *f yang akan
mendudukigjaibatante yelui 2014 pada

perundang ga&n masing-masing

' bUW]egara dan menjadi
anggota komisioner. Akan tetapi, V diurtdangkannya UU Nomor 5 Tahun
2014 hal tersebut telah diatur dalam Pasal 88 yaitu PNS diberhentikan

padilan

umumnya jugaee per

yang mengatur ha

sementara apabila diangkat menjadi pejabat negara dan diangkat menjadi
komisioner atau anggota lembaga nonstruktural. Akan tetapi, PNS untuk
menjadi Hakim ad hoc tidak diatur di dalam UU Nomor 5 Tahun 2014.
Undang-Undang tersebut hanya menyebutkan mengenai Hakim ad hoc tidak

Indonesia (17), op.cit., Bagian Lampiran.
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termasuk pejabat negara. Dengan demikian, ketentuan mengenai syarat Hakim
ad hoc masih diserahkan pada masing-masing paraturan perundang-undangan.
Perbedaan peraturan antara yang satu dengan peraturan yang lain yang
diberlakukan terhadap PNS yang menjadi Hakim ad hoc dapat dipahami karena
karakteristik peradilan khusus yang mempunyai Hakim ad hoc berbeda.
Akan tetapi, ketentuan mengenai cuti di luar tanggungan negara dengan
segala konsekuensinya yang hanya diterapkan terhadap PNS yang memangku
jabatan fungsional dosen yang menjadi Hakim ad hoc Tipikor, dibandingkan

dengan ketentuan yang ditg

fungsional laing 3 '
dan menim
negara t ," ' fire

sejalé 3 ( ama dari

. PNS yang memangku jabatan

yang berlebihan
luar tanggungan
satu tidak

di luar
uti di

pat dibe

an negara tersebut
enu John R# arus | diaki gintidak
ad engik sebut paui
ba etidakadilan

mendekati i tidak-

tidak jgsanya terdaf Ak sebagian j ajiban)
untuk 4atuh i ;A" g I a% undang-
undang ity tida? ’! auj bal m an.l'® Syarat PNS

yang menjac tatur dalam UU

Pengadilan Tinda ¢ "!!' eter tersebut melampaui
batas-batas ketidakadilan A mengt ketentuan mengenai status

kepegawaian PNS yang memangku jabatan fungsional dosen bukan

berdasarkan Pasal 16 yaitu melepaskan jabatan fungsional, tetapi harus cuti di
luar tanggungan negara yang dapat menimbulkan pula konsekuensi lainnya
dari penerpan cuti tersebut.

Apabila ditinjau dari segi manajemen Sumber Daya Aparatur
seharusnya aspek keadilan harus dijadikan pertimbangan. Terutama karena

178 John Rawls, op. cit., hal. 454.
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ketidak adilan muncul bukan semata-mata membandingkan dengan jabatan
Hakim ad hoc pada pengadilan khusus lain atau jabatan lain dari PNS,
akan tetapi ketidakadilan muncul karena Pasal 16 membedakan antara jabatan
fungsional biasa dengan jabatan fungsional dosen.

Tidak dapat diterapkannya ketentuan cuti di luar tanggungan negara
tersebut seharusnya segera mendapat penyelesaian. Hal tersebut bisa di lakukan
dengan merubah atau membentuk peraturan perundang-undangan. Akan tetapi,
hal tersebut memerlukan waktu yang_lama. Permasalahan tersebut seharusnya
dapat diselesaikan yaitu deg
ditentukan dalanagRERfe Al 16 U AeMBahun 2009 ditafsirkan
jadi Hakim ad

i_luar tanggungan negara yang

bahwa cuti

hoc tipi a - mekanisme

a0 | di luar
bagi doSE ‘q_'. g¥Mmenjadi [ ipikor

pia aeng uti © Al tan@gounoe

elesaian penetapafistatti§ kep€gawaian dosen P njadi

ho Kor dapatgjudd diSelgsaikan denga dasar al 16

5 Tahu penjel8 Ingga
yang menjadi v: M 3 dapat dibeb entara
dari ya sebagai @ NSW/ang menjadi ad hoc

Tipikor 4rusn A' ari Jhrnnya tanpa
kehilangan,sta mﬂ m 4‘ elesal menjalankan
tugasnya seba : Abatan fungsional

Dengan mengingat

semula sebagai dv. 'ﬂ’ ) i ; [
Pasal 3 ayat (4) Peratu re Wa Tahun 2013 Tentang Hak

Keuangan Dan Fasilitas Hakim ad hoc'”® Hakim ad hoc yang berasal dari

pegawai negeri dan menerima tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tidak berhak atas tunjangan jabatan struktural maupun fungsional dari instansi

dimana Hakim ad hoc tersebut berasal

179 Indonesia (10), op.cit., Pasal 3 ayat (4).
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BAB 5
PENUTUP

5.1. Simpulan

1. Status kepegawaian dosen PNS yang menjadi Hakim ad hoc Tindak
Pidana Korupsi (Tipikor) tidak jelas. Hal ini disebabkan Penjelasan
Pasal 16 UU Nomor 46 Tahun 2009 yang menentukan dosen PNS yang

menjadi Hakim ad hoc Tindak#Bidana Korupsi menjalani cuti di luar

tanggungan negata be ) € grma lain yaitu Pasal 26 PP
Nomor 24 ipil. Masa jabatan
gpat diangkat
PP tentang
selama
an cuti

ARggungan negaraiea abulkan atau ditolak"e jabat yang

gkutan gdidasd cpentingan dinz hal

eh a masa nemjala { di luar tang masa

dak diperfftingka 5 gomenjalanka dr luar
‘gan negara dibebask M baiannya, dan jabata ylowong
tH egera dapat @ H
2. Stat#p 'aMkim ad hoc

C ~—:Jll‘.rll.l"“ U Tahun 2014

ukan pejabat negara.
Ketentuan mengenai stat alan dosen PNS yang menjadi Hakim
ad hoc Tipikor terdapat pada UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 16 beserta penjelasannya
menentukan, Hakim ad hoc yang memangku jabatan struktural dan
fungsional harus melepaskan jabatan tersebut, sedangkan Hakim ad hoc
yang memegang jabatan fungsional dosen PNS harus cuti di luar
tanggungan negara. Dengan demikian, ketentuan cuti di luar tanggungan

negara yang ditujukan kepada PNS yang memegang jabatan fungsional
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dosen berbeda dengan ketentuan yang diterapkan pada PNS yang
memegang jabatan fungsional lainnya selain dosen PNS. Penjelasan Pasal
16 yang menentukan PNS dosen menjalankan cuti di luar tanggungan
negara membuat status kepegawaian dosen PNS yang menjadi Hakim ad
hoc Tipikor tidak jelas. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, penjelasan tidak
dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih
lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.

Penjelasan tidak mengg ang isinya memuat perubahan

terselubung . g-undangan. Dengan
demikign pingkan tanpa
gku jabatan
$ehingga,
orupsi

bagali

ipikor

kepegawaia Sie ﬁ g.I njadi Hakim
tidak arena nor i ‘ ) br 46 Tahu

Pengadlqmda

Nomor 24_JIaht

tentang

elain itu, UU
Nomor 5 Tak aNno

kepegawaian dowi 0
U d

demikian, untuk jangka

mengatur status

¢ Tipikor. Dengan
er, Undang-Undang Nomor 46

Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau mengundangkan

peraturan pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 2014 yang mengatur status
kepegawaian PNS yang menjadi Hakim ad hoc. Selain itu, mengundangkan
peraturan pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 2014 yang merubah atau mengganti
PP tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
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